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A.

B.

BAB1
PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP

PENDAHULUAN

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu
instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi
SAP berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-
prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi
mehjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan
akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku
besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.

Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa
sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana. Pedoman ini
dapat diuraikan dalam sebuah penjelasan langkah demi langkah yang
dijelaskan melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan alir. Intinya
SAPD sebagai suatu pedoman dapat dipahami dan dilaksanakan oleh
para petugas khususnya fungsi akuntansi.

RUANG LINGKUP

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diselenggarakan oleh

entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pacitan dan

entitas akuntansi dalam hal ini Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan selurnh Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Organisasi Perangkat

Daerah {(OPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan. Tidak termasuk dalam

ruang lingkup Peraturan Bupati Pacitan ini adalah:

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

2.Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri
dari Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum.

3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.
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A.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI ANGGARAN

UMUM

Anggaran adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PIHAK~PIHAK YANG TERKAIT
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi anggaran antara lain
adalah:
1. Fungsi Akuntansi PPKD
a. mencatat transaksi/kejadian Anggaran berdasarkan bukti-bukti
transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA;
b. melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian anggaran
ke dalam Buku Besar masing masing akun;
¢. menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. PPKD
Dalam sistem akuntansi anggaran PPKD bertugas untuk
memvalidasi dengan menandatangani DPA/DPPA.

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi anggaran adalah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA)

D. JURNAL STANDAR

Pada saat pengesahan anggaran (awal perlode anggaran), Fungsi
Akuntansi PPKD menerima DPA. Berdasarkan DPA tersebut, Fungsi
Akuntansi PPKD membuat jurnal pembebanan anggaran sebagai
berikut:

Tanggal Nomor | Kode Uraian Debit | Kredit
Bukti | Akun
XXX XXX | XXX |[Estimasi Pendapatan XXX
XXX |[Estimasi Perubahan SAL XXX
XXX Apropriasi Belanja XXX

Pada saat akhir periode pelaksanaan anggaran, berdasarkan DPA,
Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup anggaran sebagai
berikut:

Nomor | Kode

Tanggal ) Uraian | Debit | Kredit
Bukti | Akun
XXX XXX | XXX | Apropriasi Belanja XXX
XXX | Estimasi Pernbahan SAL XXX
XXX Estimasi Pendapatan XXX




BAB III
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

A, UMUM
1. Definisi

a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan-LRA adalah semua peherimaan Kas Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Klasifikasi
Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar
ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Klasifikasi pendapatan dan kewenangan pemanfaatan pendapatan

adalah sebagai berikut:

Kelompok Jenis Kewenangan
Pendapatan Asli Pajak Daerah SKPD (Bapenda)
Daerah |

Retribusi Daerah SKPD

Hasil Pengelolaan Kekayaan|SKPD

Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah SKPD
Pendapatan Pendapatan Transfer] PPKD
Transfer Pemerintah Pusat (DAU,

DAK, Dana Bagi Hasil Pajak;
dan Dana Bagi Hasil Sumber

Daya Alam)
Pendapatan Transfer] PPKD
Pemerintah Lainnya {Dana
otonomi  khusus, Dana,
Penyesuaian)
Bantuan Keuangan PPKD
Lain-lain Pendapatan Hibah SKPD /PPKD
Péetidapatan Daeérah :
yang Sah
Dana Darurat PPKD
Pendapatan Lainnya SKPD /PPKD
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B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait '
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada
SKPD, antara lain:

a.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA,

PPK SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas

sebagai berikut:

1) -meneatat trarisaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan
LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke
Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO dan Neraca;

2) melakukan  posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian
pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar
masing masing akun (rincian obyek); dan

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan
keuangan.

Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu

SKPD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA,

Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu

SKPD memiliki tugas sebagai berikut:

1) menerima, mencatat, dan membukukan semua penerimaan
pendapatan ke dalam buku kas penerimaan;

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari
pendapatan; dan

3) menyetorkan uang yang diterima ke kas daerah setiap hari
pada hari kerja 1 x 24 jam dikecualikan untuk kondisi
geografis tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PA/KPA atau yang diberi kewenangan

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA,

PA/KPA atau yang diberi kewenangan memiliki tugas sebagai

berikut:

- 1) menandatangani/mengesahkan dokumen surat ketetapan

pajak/retribusi daerah dan bukti transaksi yang sah; dan
2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh
Fungsi Akuntansi SKPD. '

2. Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pendapatan
SKPD sebagai berikut:

a. SKP Daerah;
b. SKP Daerah Kurang Bayar;
é. SKP Daeéerah Nihil;
d. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah);
e. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah);
f. SPPT(Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang);
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Keputusan Bupati ;
Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
Berita Acara;
. STS (Surat Tanda Setoran);
TBP (Tanda Bukti Pembayaran); dan/atau
dokumen yang dipersamakan, antara lain: Keputusan RUPS,
Surat Perjanjian.

°opgrFET

3. Jurnal Standar
Pendapatan LO diakui pada saat
a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga
dengan earned; atau
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi sudah diterima pembayaran secara tunai
(realized).
Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan
LRA diakui pada saat:
a. Diterima di rekening kas bendahara penerimaan;
b. Diterima di rekening kas daerah;
c. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah yang ditunjuk
dengan kepuitusan Bupati.
Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan
pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat
diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai
berikut:
a. Jumal Standar untuk Pencatatan Pajak
‘1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan adanya
penetapan (by official) :
Pada saat diterbitkan SKP Daerah, SKPD berhak mengakui
pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari
wajib pajak. Atas dasar SKP tersebut, Fungsi Akuntansi SKPD
membuat jurnal pengakuan pendapatan LO sebagai berikut:
Jurnal LO atau Neraca
TanggallNomor Bukti ~09¢ Uraian Debit|Kredit
Akuti _
XXX XXX XXX  Piutang Pajak........ XXX
XXX Pendapatan Pajak...LO XXX
Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam
SKP Daerah tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti
Pembayaran (TBP). Atas dasar TBP tersebut, Fungsi Akuntansi
SKPD membuat jurnal penerimaan pajak sebagai berikut:
Jurnal LO atau Neraca
Tanggal Nomor Bukti f;;lz ' Uradan Debit |Kredit
XXX XXX ‘XXX [Kas Daerah XXX
Pl e} ST TXXX | Piutang Pajakon, XXX
Sokda ’{ forision 7 .
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Jurnal LRA

Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit Kredit]
XXX XXX XXX [Perubahan SAL XXX
' o ' XXX Pendapatan Pajak.....LRA XXX

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan

penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment} dan
dilakukan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan
perhitungan tersebut.

Pada saat Bendahara Penerimaan  SKPD/Bendahara
Penerimaan Pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari
wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan
sendiri oleh wajib pajak (self assessment), Wajib Pajak akan
menerima TBP. Berdasarkan bukti tersebut, fungsi akuntansi
SKPD akan membuat jurnal penerimaan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun| Uraian Debit [Kredit]
XXX XXX XXX [Kas Daerah XXX
XXX Pendapatan Pajak....... LO XXX
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX [Pernbahan SAL XXX
XXX Pendapatan Pajak .... LRA XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan
ditemukan adanya kurang bayar/tambah bayar, SKPD
menerbitkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah Tambah
Bayar. Berdasarkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah
Tambah Bayar, Fungsi Akuntansi SKPD membuat jurnal
pengakuan penambahan pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | Nomor Biikti [Kode Akiin Uraian Debit [Kredit;
XXX XXX XXX [Piutang Pajak...... XXX
XXX Pendapatan Pajak...... LO XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan
ditemukan adanya lebih bayar, SKPD menerbitkan SKP Lebih
Bayar. Berdasakan SKP lebih bayar tersebut, fungsi akuntansi
SKPD membuat jurnal pengakuan pengurangan pendapatan
pajak sebagai berikut:
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Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit [Kredit

XXX XXX XXX [Pendapatan Pajak...... LO XXX

Utang Kelebihan
Pembayaran  Pajak /
Pendapatan Diterima di
Muka

XXX

' 3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan

di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama
beberapa periode ke depan.

Pada saat bendahara penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan
Pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak
atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, Wajib Pajak
menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, fungsi akuntansi
SKPD membuat jurnal Pajak Diterima Dimuka sebagai berikut:

Jurnai LO atai Néraca

Tanggal | Nomor Bukti {Kode Akun Uraian Debit Kredit!
XXX XXX XXX [Kas Daerah XXX
XXX Pendapatan Diterima di XXX
Muka
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX [Permbahan SAL XXX
XXX | Pendapatan Pajak.....LRA XXX

Pada akhir periode akuntansi (tahunan)/masa pajak (yang
diterima di muka) berakhir, berdasarkan bukti memorial yang
disahkan oleh PA/KPA atau yang diberi kewenangan, fungsi
akuntansi SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan LO
sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

. Kode . . .
TanggalNomor Bukti Alun - Uraian Debit| Kredit
XXX XXX XXX Pendapatan Diterima di XXX
Muka
XXX Pendapatan Pajak.....LO XXX

4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan

penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan
pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban
selama beberapa periode ke depan.

Pada saat bendahara penerimaan SKPD/bendahara penerimaan
pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak
atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, bendahara

penerimaan__SKPD/bendahara penerimaan pembantu SKPD

Asis'on Jnenerima! TBP. |Berdasarkan TBP tersebut, fungsi akuntansi

PDPe§KPD memnbliat jurnal pengakuan pendapatan diterima dimuka

mbﬁgﬁ‘rﬁfiﬁkﬁ'ﬁ"




Jurnal LO atau Neraca

Kode
T 1N Bukti ' i i i
anggaliNomor Bukti Akun Uraian Debit| Kredit
XXX XXX XXX [Kas Daerah XXX
XXX Pendapatan Diterima di XXX
Muka
Jurnal LRA
| Kode . : :
TanggalNomor Bukti Uraian Debit|Kredit
Akun
XXX XXX XXX | Pernbahan SAL XXX
XXX Pendapatan
Pajak...LRA XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh SKPD dan ditemukan
adanya pajak kurang bayar, maka SKPD mengeluarkan SKP
Daerah kurang bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut,

fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal penambahan
pendapatan sebagai berikut:
Jurnal LO atau Neraca
TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
Akun
Pengakuan Pendapatan-LO pada saat pemeriksaan
XXX XXX XXX Pt.andapatan Diterima XXX
di Muka
XXX, Pendapatan Pajak...LO XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar
XXX XXX XXX [Piutang Pajak ...... XXX
XXX Pendapatan Pajak...LO XXX

b. Jurnal Standar untuk Pencatatan Retribusi

1) Jurnal Standar-Eamed

Pada saat diterbitkan SKR Daerah, SKPD telah berhak
mengakui pendapatan retribusi, meskipun belum diterima
péembayarannya oleh wajib retribuisi (earriéd). Berdasarkan SKR
Daerah, PPK SKPD membuat jurnai pengakuan pendapatan
retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

.| Kode . . .
Tanggal Nomor Bukti lun Uraian Debit| Kredit
XXX XXX XXX [Piutang Retribusi ...... XXX
XXX Pendapatan XXX
Retribusi....LO

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat
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Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
Akun
XXX XXX xxx fias di Bendahara XXX
Penerimaan
XXX Piutang XX
Retribusi....LO
Jurnal LRA
.| Kode . . .
TanggalNomor Bukti Uraian Debit |Kredit
Akun
XXX XXX XXX [Pernbahan SAL XXX
XX Pendapatan XK
Retribusi...LRA
Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara

Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan retribusi
ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara
Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh
bank yang ditunjuk Bupati. Berdasarkan STS tersebut, PPK
SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan retribusi sebagai
berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Nomor Kode . . .
Tanggal Bukti Alcun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX [RKPPKD XXX
XXX Kas df Bendahara XXX
Penerimaan

2) Jurnal Standar-Realized

Pada saat wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi,
wajib retribusi menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK
SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
Akun _
XXX XXX XXX Kas d% Bendahara
Penerimaan AXX
o Pendapatan
XXX | Retribusi.....LO KXX
Jurnal LRA
. Kode . ) )
TanggalNomor Bukti _ Uraian Debit|Kredit
Akun
XXX XXX XXX [Permbahan SAL XXX
Paral Hierarki Piil Kocrfinost XXX Penc!apa!:an -
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Pada saat Bendahara Penerimaan  SKPD/Bendahara
Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan ke Kas
Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan
Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang
ditunjuk oleh Bupati. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD
membuat jurnal penyetoran pendapatan retribusi sebagai
berikut:

Jurnal LO atau Neraca

| Kode . . .
Tanggal Nomor Bukti Alun Uraian Debit {Kredit
XXX XXX XXX |[RK PPKD XXX
XXX Kas d% Bendahara XXX
Penerimaan

c. Jurnal Standar untuk Pencatatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan,
Pendapatan Lainnya
1) Jurnal Standar-~Eairried

Lain-lain PAD yang Sah dan

Pada saat diterbitkan dokumen antara lain: sertifikat deposito,
keputusan Bupati, Peraturan Menteri Keuangan (PMK),
Keputusan RUPS, Surat Perjanjian, Berita Acara, dan dokumen
yang dipersamakan, meskipun belum diterima pembayarannya
(eamed), PPK SKPD meémbuat _]umal pengakuan pendapatan
sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

TanggalNomor Bukti K! ]ode Uraian Debit |Kredit
XXX XXX XXX [Piutang Pendapatan ...... XXX
XXX Pendapatan....LO XXX

Pada saat diterima pendapatan yang terdapat dalam dokumen
sebagaimana tersebut, pihak ketiga menerima TBP/SSPD
sebagai bukti telah melakukan pembayaran. Berdasarkan TBP
tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penerimaan pendapatan
sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti K! ]od;:l | Uraian Debit | Kredit
XXX | xxx xxx [oas di Bendahara XXX
Penerimaan
XXX Piutang Pendapatan XXX
...LO
Jurnal LRA
Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit |Kredit
| S | Alun
Panitioet) YA =YX~ XXX ¥ | XXX [Pernbahan SAL XXX
Seida ¥ it L XXX | Pendapatan...LRA XXX
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[ Paat iz |

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara
Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan ke Kas
Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan
Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang
ditunjuk Bupati. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD
membuat jurnal penyetoran pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Noémor Kodé . . .
Tanggal Bur?cgir Aliu; Uraian Debit |Kredit
XXX XXX XXX |[RKPPKD XXX
XXX Kas di Bendahara XXX
Penerimaan

2) Jurnad Standar-Realized

Pada saat pihak ketiga melakukan pembayaran, pihak ketiga
menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD
membuat jurnal pengakuan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Kode
T al Bukti . . .
anggalNomor Bukti Alun Uraian Debit|{ Kredit
XXX XXX xxx [asdiBendahara XXX
Penerimaan
XXX Pendapatan......LO XXX
Jurnal LRA
TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit | Kredit
88 Akun
XXX XXX XXX Pernbahan SAL XXX
XXX Pendapatan.....LRA XXX

Pada saat Bendahara  Penerimaan  SKPD/Bendahara
Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan ke Kas
Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan
Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang
ditunjuk Bupati. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD
membuat jurnal penyetoran pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Kode . . .
i Debit dit
TanggaliNomor Bukti Akun Uraian ebit |Kredi
XXX XXX XXX [RK PPKD XXX
XXX Kas dl- Bendahara XXX
Penerimaan

11
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Untuk pendapatan yang pembayarannya langsung ke rekening
Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD menerima bukti
pembayaran dari pihak ketiga/nota kredit dari Bank sebagai
bukti penerimaan pendapatan. Berdasarkan bukti penerimaan
pendapatan tersebut, Fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal
pengakuan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

TanggalNomor Bukti ;{ES; Uraian Debit |Kredit
XXX XXX XXX [RKPPKD XXX
XXX Pendapatan....LO XXX
Jurnal LRA
| Kode . . .
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit |Kredit
Akun
XXX XXX XXX [Pernbahan SAL XXX
- . ] XXX Pendapatan.....LRA XXX

d. Jurnal Standar untuk Pencatatan Pendapatan Hibah
Pada saat SKPD menerima hibah, SKPD menerima Berita Acara
Serah Terima Hibah/Nota Kredit dari Bank dan Fungsi akuntansi
SKPD membuat jurnal penerimaan hibah sebagai berikut:

Jumal LO atau Neraca

| Kode . 1 s
Tanggal Nomor Bukti Akun Uraian Deébit| Krédit
XXX XXX XXX s di Kas Daerah/Kas XXX
nnya
XXX XXX XXX Aset..... XXX
XXX Pendapatan Hibah....LO XXX

Apabila berdasarkan Perjanjian/Peraturan tentang Penerimaan
Hibah SKPD harns mengembalikan Pendapatan Hibah, fungsi
akuntansi SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

4 Kode . ., |[Kredi
TanggalNomor Bukti Akun Uraian Debit ¢
XXX XXX XXX = |Pendapatan Hibah LO XXX
Utang Kelebihan,
Pembayaran Hibah

C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD
1. Pihak-Pihak Terkait |
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada

PPKD antara lain Bendahara Penerimaan PPKD, Fungsi Akuntansi

PPKD, dan PPKD selaliu BUD.
Parof Hicrarki |~ Paraf Koordinast
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a. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem Akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD

memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan
LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke
Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian
pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar
masing-masing akun (rinéian obyek);

3) menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan

" Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Pernbahan SAL, Laporan
Operasional (LO), Laporan Pernbahan Ekiitas (LPE), Neraca,
Laporan Arns Kas dan Catatan atas Laporan keuangan,

b. Bendahara Penerimaan PPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, Bendahara Penerimaan

PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke
dalam butku kas penérimaan;

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari
Pendapatan.

c. PPKD Selaku BUD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, PPKD Selaku BUD memiliki

tugas sebagai berikut;

1) mengesahkan rekapitulasi penerimaan bulanan dari bendahara
penerimaan;

2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh
Fungsi Akuntansi PPKD.

2. Dokumen yang Digunakan
. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pendapatan
PPKD adalah sebagai berikut:
1. Nota Kredit;
2. Keputusan Bupati;
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK); dan/atau
4. Berita Acara.
3. Jurnal Standar
~Pendapatan LO diakui pada saat! ,
a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga
dengan earned} atau
b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai

(realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan

LRA diakui pada saat:

a. diterima di rekening kas umum Daerah; atau

b. diterima éntitas lain di litar pemeérintah daeérah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan

pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat
[ Pardt Horardl diklasifikasikan ] ke_d"aldm beberapa alternatif jurnal standar sebagai

L
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a.

Prosedur Pencatatan Pendapatan Transfer dan Dana Darurat
berdasarkan Kas yang Diterima

Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan menerima dana transfer
dari pemerintah pusat, maka bank akan mengeluarkan Nota
Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD
membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

.| Kode A . . .
Tanggal Nomor Bukti Akun Uraian Debit| Kredit
XXX XXX XXX [Kas di Kas Daerah XXX
XXX Pendapatan Transfer
LO/Dana Darurat LO
Jurnal LRA
TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
&8 Akun
XXX XXX XXX |Pernbahan SAL XXX
_ Pendapatan Transfer
XXX LRA/ Dana Darnrat XXX
LRA '
b. Prosedur Pencatatan Kurang Bayar/Salur Penerimaan Dana

Transfer

Pada saat PPKD menerima Peraturan Presiden/Keputusan
Menteri/Keputusan Gubernur tentang Kurang Bayar/Salur Dana
Transfer,  Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan
piutang transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti KOd_ff. Uraian Debit|Kredit
Akun
XXX XXX XXX = [Piutang Transfer..... XXX
XXX iz:)ndapatan Transfer XXX

Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan menerima kurang
bayar/salur dana transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, maka
bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan
dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal
penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal PI omor Bukti EES; Uraian Debit |Kredit
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX Piutang Transfer..... XXX
Paraf Higrarki t,/ Peraf Keordinast =
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Jurnal LRA

Kode

Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit|Kredit

Akun

XXX XXX XXX [Permbahan SAL XXX

Pendapatan Transfer

LRA

XXX

c.

Prosedur Pencatatan Lebih Bayar/Salur Penerimaan Dana
Transfer

Pada saat PPKD menerima Peraturan Presiden/Keputusan
Menteri/Keputusan Gubernur tentang Lebih Bayar/Salur Dana
Transfer, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan
piutang transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Kode

Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit| Kredit

Akun

XXX XXX XXX [Pendapatan Transfer LO [ XXX

Utang Kelebihan
Pembayaran Transfer /
Pendapatan Diterima Di
Muka

XXX

d.

Prosedur Pencatatan Penerimaan Dana Transfer Bukan
Pendapatan LO _

Pada jenis dana transfer tertentu, dapat terjadi dana dimaksud
bukan mernpakan hak Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk
memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan yang menjadi
tugas dan fungsinya. Dana yang masuk dalam kategori ini yaitu
Dana Desa. Pada Dana Desa, pemerintah kabupaten/kota tidak
mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan. Hal ini
dikaréhakary dana dimakstid mertipakan hak desa untuk
memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten Pacitan
sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Pada saat
Pemerintah Kabupaten Pacitan menerima Dana Desa dari
pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan
Nota Kredit. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi
PPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai
berikut;

- Jummal LO atal Néraea

Kode

Tanggal[Nomor Bukti Uraian Debit|Kredit

Akun

XXX XXX XXX [Kas di Kas Daerah XXX

Utang Transfer (ke

Desa) |

Paraf tHierark
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Jurnai LRA

| Kode . . .
TanggalNomor Bukti Akun Uraian Debit|Kredit
XXX XXX XXX {Pernbahan SAL XXX
Pendapatan Transfer XXX
LRA

e. Prosedur Pencatatan Penerimaan Laln-lam Pendapatan Daerah
yang Sah {Pendapatan Hibah)
Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan/entitas lain di luar
pemerintah daerah atas nama BUD menerima dokumen hibah,
fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

.| Kode . . .
TanggalNomor Bukti Akun Uraian Debit |Kredit
XXX XXX XXX ;{as di Kas Daerah/Kas XXX
Lainnya -
XXX Pendapatan Hibah LO XXX
Jurnal LRA
TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
gganiomor Bu Akun ;
XXX XXX XXX [Pernbahan SAL XXX
XXX Pendapatan Hibah LRA XXX

Apabila berdasarkan Perjanjian/Peraturan tentang Penerimaan
Hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan/entitas lain di luar
pemerintah daerah atas nama BUD harns mengembalikan
Pendapatan Hibah, fungsi akuntan31 PPKD membuat jurnal
sebagai berikiit:

Jurnal LO atau Neraca

.| Kode . . .
Tanggal Nomor Bukti Alkun | Uraian Debit| Kredit
XXX XXX XXX [Pendapatan Hibah LO XXX
XXX Utang Kelebihan|
Pembayaran Hibah

Paral Koorcnost
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A. UMUM

BAB IV
SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

1. Definisi

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban. ‘

. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum

Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi |
Klasifikasi beban dalam LO berdasarkan PSAP Nomor. 12 Peraturan
Pemerintah 71 Tahun 2010 dan keWenangan atas beban tersebut:
Kelompok Jenis Kewenangan
Beban Operasi Beban Pegawai - SKPD
Beban Barang dan/atau Jasa{SKPD
Beban Bunga PPKD
Beban Subsidi PPKD
Bebam Hibah PPKD*/SKPD**
Beban Bantuan Sosial PPKD*** /
SKPD****
Beban  Penyusutan  danSKPD
Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang SKPD
Beban Lain-Lain SKPD/PPKD
Beban Transfer Beban Transfer Bagi HasilPPKD
Pajak Daerah
Beban Transfer Bagi HasilPPKD
Pendapatan Lainnya
Beban Transfer BantuanPPKD
Keuangan ke Pemerintah
Daerah Lainnya
Beban Transfer BantuanPPKD
Keuangan ke Desa
Beban Transfer BantuanPPKD
Keuangan ke Partai Politik
Defisit Non SKPD/PPKD
Operasional
Beban Luar Biasa PPKD
* Hibah uang
**  Hibah barang dan/ atau jasa
***  Bantuan Sosial.Uang
Paraf Hiﬂri'y/*** Banbigh-$6 siaIBa‘rang
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Klasifikasi belanja dalam format APBD berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebegaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

Kelompok Belanja Kewenangan
Belanja Tidak Belanja Pegawai SKPD
Langsung

Belanja Bunga PPKD

Belanja Subsidi PPKD

Belanja Hibah PPKD

Belanja Bantuan Sosial PPKD

Belanja Bagi Hasil Kepada] PPKD

Provinsi dan Desa

Belanja Bantuan: Keuangan/ PPKD

Kepada Provinsi, Desa, dan

Partai Politik

Bélanja Tidak Térduga PPKD
Belanja Langsung} Belanja Pegawai SKPD

Belanja Barang: dan/atau] SKPD

Jasa |

Belanja Modal SKPD

Klasifikasi belanja dalam LRA berdasarkan PSAP Nomor 02
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan
atas belanja tersebut: i

Jenis -

Kelompok Kewenangan
Belanja Operasi Belanja Pegawai SKPD
Belanja Barang SKPD
Bunga PPKD
Subsidi PPKD
Hibah* PPKD
Bantuan Sosial** PPKD
Belanja Modal Belanja Tanah SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin | SKPD
Belanja Gedung dan] SKPD
Bangunan j
Belanja Jalan, Irigasi, dan] SKPD
Jaringan |
Belanja Aset Tetap Lainnya SKPD
Belanja Aset Lainnya SKPD
Belanja Taki Belanja Tak Terduga PPKD
Terduga

* Hibah berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan
hibah barang dan/atau jasa merupakan kewenangan SKPD.

** Bantuan_.Sosml"brupa uang merupakan kewenangan PPKD,

an| sosial barang merupakan kewenangan SKPD.
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B. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPD
1. Pihak-Pihak Terkait .
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem jakuntansi beban dan belanja
antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan
Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD.
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)

Dalam sistem akuntansi beban dan belan_]a PPK SKPD memiliki

tugas sébagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal
LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian beban
dan belanja ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian
obyek); ‘

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca,
Laporah Périibahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan
Keuangan. :

b. Bendahara Pengeluaran SKPD/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

SKPD |

Dalam sistem akuntansi beban dan belanja, Bendahara

Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD

memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan
belanja ke dalam buku kas umum SKPD;

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam akuntan31 beban LO berdasarkan
PSAP Nomor 12 Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010:
a. Daftar Gaji;
b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
c. Berita Acara Serah Terima (BAST);
d. Bukti Memorial; dan/atau
e. Dokumen yang dipersamakan.

Dokumen yang digunakan dalam akuntansi belanja untuk format
APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebegaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011:

a. Keputusan Bupati;

b. SP2D;

c. Daftar Honor; ‘

d. Bérita Acara Sérah Terima (BAST); dan Jatau

e. Dokumen yang dipersamakan

P?rﬁ: an\"d nﬂ.)l
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Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi belanja LRA
berdasarkan PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010:

a. Daftar Gaji;

b. BAST;

c. Keputusan Bupati;

d. Sertifikat;

e. SP2D; dan/atau

f. dokumen yang dipersamakan.

3. Jurnal Standar
a. Beban dan Belanja Pegawai ‘
Pada saat pembayaran beban dan belanja pegawai melalui
mekanisme LS, Bendahara Pengeluaran SKPD menerima SP2D LS.
Berdasarkan SP2D tersebut, PPK SKPD membuat jurnal sebagai
berikut:
Jurnal LO dan Neraca
TanggallNomor Bukti Kode Uraian Debit | Kredit
g8 Akun
XXX XXX XXX  [Béban Pégawai XXX
XXX RK PPKD XXX
Jurnal LRA
TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit | Kredit
g8 Akun a
XXX XXX XXX [Belanja Pegawai XXX
: XXX Péritbahan SAL XXX
Pada saat beban dan belanja pegaWai yang pembayarannya
melalui mekanisme Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU) dan
pembayaran ke masing-masing PNSD dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran, atas SP2D tersebut PPK SKPD membuat jurnal
sebagai berikut: :
Jurnal LO dan Neraca
| Kode : . . .
TanggalNomor Bukti Akun ' Uraian Debit| Kredit
- XXX XXX XXX |Beban Pegawai _ XXX
XXX Kas Bendahara XXX
Pengeluaran
Jurnal LRA |
Tanggal[Nomor Bukti Kode 1Uraian Debit| Kredit
&8 Akun
XXX XXX XXX [Belanja Pegawai XXX
XXX Pernbahan SAL XXX
paraf Hiorerd 1/ Paraf Koordintal L
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b. Beban dan Belanja Barang dan/atau
Pembelian barang dan/atau jasa

Jasa

menggunakan pendekatan

beban. Metode pendekatan beban dimana setiap pembelian barang
dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang
dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera

mungkin,

1

1) Beban dan Belanja Barang dan/ata‘m Jasa berupa Barang

Persediaan

Pada saat pembeiian barang dan/atau jasa berupa persediaan
bahan pakai habis dan persedlaan bahan/material yang belum
dilakukan pembayaran dan barang dan/atau jasa yang dibeli
telah diterima dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)
dari Penyedia Barang dan/ atau Jasa, berdasarkan BAST
tersebut, PPK SKPD membuat Jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

4 Kode | . . .
Buk
Tanggal[Nomor Bukti Akiin 'Uralan Debit| Kredit
Beban Barang dan/ataul
Jasa (Beban Persediaan)
XXX Utang Belanja ... XXX

Jika kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme
SP2D LS, maka berdasarkan SP2D tersebut PPK SKPD
membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

TanggaliNomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
Akun
XXX XXX XXX [Utang Belanja ... XXX
XXX RK PPKD XXX
Jurnal LRA '
Tanggal Nomor Bukti Kode | Uraian Debit| Kredit
g8 Akun ]
XXX XXX XXX Ezin_]a Barang dan/atau XXX
XXX Pernbahan SAL XXX

Atau jika kemudian dllakukan pembayaran melalui
mekanisme SP2D UP/GU/TU, rnaka berdasarkan SP2D dan
SPJ beban/belanja tersebut PPK SKPD membuat jumal sebagai
berikut:
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Jurnal LO dan Neraca

TanggallNomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
Akun
Beban Barang dan/atau
XXX XXX XXX ! .
Jasa (Beban Persediaan) XXX
Kas l di Bendahara| XXX
Pengeluaran
Jurnal LRA J
TanggallNomor Bukti Kode l Uraian Debit|Kredit
&8 Akun ]
NXX NXX XXX Belanja Barang dan/atau XXX
Jasa
XXX Pernbahan SAL XXX

Selanjutnya apabila perhitungan persediaan menggunakan
metode periodik, maka fungsi akuntansi melakukan
penghitungan fisik (stock Opname): terhadap barang yang dibeli
dan belum digunakan. Berdasarkan berita acara stock opname
tersebut, PPK SKPD membuat.jurn‘al sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal[Nomor Bukti Kode ‘ Uraian Debit| Kredit
Akun _ |
XXX XXX XXX [Persediaan ... XXX
Beban |Barang dan/atau|
Jasa (Beban Persediaan)

2) Beban dan Belanja Barang dan/atau Jasa bernpa selain Barang
Persediaan
Pada saat pembelian barang dan/atau jasa yang
pembayarannya melalui mekajnisme SP2D LS, maka
berdasarkan SP2D tersebut PPK SKPD membuat jurnal sebagai
‘berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Kode
. . Debi .
Tanggal Nomor Bukti Akun Uraian ebit|Kredit
XXX XXX XXX Beban Barang dan/atau XXX
Jasa J
XXX RK PPKD XXX
Jurnal LRA I
Tanggal Nomor Bukti Kode ' Uraian Debit| Kredit
g8 Akun
xxx | xxx XXX Belanja Barang dan/atau XXX
JE— — Tk ,r.r_:in:;-:'_t_,___.:.__:-‘ Jasa (
Parot Hiere?X - 1 S xXx Pernbahan SAL XXX
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Atau

jika

kemudian dllakukan pembayaran  melalui

mekanisme SP2D UP/GU/TU, maka berdasarkan SP2D dan
SPJ beban/belanja tersebut PPK SKPD membuat jurnal sebagai
berikut: |

Jurnal LO dan Neraca

1

Tanggal Nomor Bukti KOI de Uraian Debit| Kredit
XXX XXX XXX Beban Barang dan/atau XXX
Jasa
XXX Kas | di Bendahara XXX
Pengeluaran
Jurnal LRA l
TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
gg Alun a e edi
XXX XXX XXX Belanja Pmang dan/ataul XXX
Jasa |
- XXX Pernbahan SAL XXX

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis
atas nllai asét tetap yang dapat dlsusutkan [depreciable assets)
selama masa manfaat asset yang bersangkutan Adanya bukti
memorial/dokumen yang dlpersamakan atas penghitungan
penyusutan dan amortisasi aset tetap, PPK SKPD membuat jurnal
sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Kode . .

T. al|N Bukti U Debit{Kredit

anggalNomor Bukti I raian 1 ed1
XXX XXX XXX [Beban Penyusutan .... XXX

XXX Akumulasi Penyusutan XXX

d. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah tak31ran nilai piutang yang tidak
dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari
seseorang dan/atau korporasi dan/ atau entitas lain. Adanya bukti
memorial/dokumen yang dlpersamakan atas penyisihan piutang,
PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

TanggallNomor Bukti] ~04¢ J Uraian Debit| Kredit
Akun
XXX XXX XXX Beban Penyisihan Piutang XXX
Penyisihan Piutang .... XXX
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C. SISTEM AKUNTANSI BEBEAN DAN BELANJA DI PPKD

1.

Pt herr /‘

Sekda

ki;’;*.?.ml .‘t

Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntanm beban dan belanja
adalah Fungsi Akuntansi PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD.

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi beban dan belanja, fungsi akuntansi

PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang §ah| dan valid k6 Buku Jurnal
LRA dan Buku Jurnal LO dan Nex;aca;

2) melakukan posting  jurnal-jurnal transaksi/kejadian
pendapatan LO dan pendapatanw‘ LRA ke dalam Buku Besar
masing-masing akun (rincian obyek);

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan
Keuahgan.

b. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam sistem akuntansi beban| dan belanja, Bendahara

Pengeluaran PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1} mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan
belanja ke dalam buku kas umum PPKD.

2) membuat SPJ atas beban dan belanja

Dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan dalam SlStem akuntansi beban untuk
LO bérdasarkait PSAP Nomor 12 Pél‘étlll‘aﬁ Pemeérintah Nomor 71
Tahun 2010:

Nota Debit;

SP2D;

Keputusan Bupati;

NPHD;

Bukti Memorial; dan/atau
dokumen yang dipersamakan.

me o op

Dokumen yang digunakan dalam §iSt§fﬂ akuntansi beianja untuk
format APBD berdasarkan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebegaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011:

a. Nota Debit;

b. SP2D;

c. Surat Keputusan Bupati;

d. NPHD; dan/atau

e. Dokiifmén yang dipersamakan.
Dokumen yang digunakan dalam 51stem akuntansi belanja untuk
LRA berdasarkan PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah nomor 71
Tahun 2010:

.a _Nota Deblt,,_ »
-b—SPQD L—-nj

AM képtltusan Buypati;
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d. NPHD,; dan/atau
e.
3. Jurnal Standar

a. Beban/Belanja Bunga

Dokumen yang dipersamakan.

Pemerintah Kabupaten Pacitan menandatangam Perjanjian Utang
dengan pihak ketiga, dimana konsekuen31 dari utang tersebut
akan timbul adanya kewajiban bunga, berdasarkan nota debit
maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

| Kode I . .
Tanggal Nomor Bukti Akun {Uralan Debit |Kredit| .
XXX XXX XXX eban Bunga XXX
XXX Utang Bunga XXX

Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan pembayaran bunga
dengan mekanisme SP2D LS berdasarkan pembayaran SP2D LS
maka fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan dalam jurnal
standar:

Jurnal LO dan Neraca

| Kode . . .
TanggalNomor Bukti Alun ] Uraian Debit |Kredit
XXX XXX XXX [Utang Bunga XXX
XXX Kas di Kas Daerah XXX
Jurnal LRA i
|
TanggalNomor Bukti| °%° lUraian Debit |Kredit
&8 Akun
XXX XXX XXX Belanja Bunga XXX
XXX Perubahan SAL XXX

b. Beban/Belanja Subsidi

Pemerintah  Kabupaten Pacitan| menerbitkan Keputusan
Bupati/Perjanjian/dokumen  yang dipersamakan  tentang
pemberian subsidi kepada entitas laln Berdasarkan Keputusan
Bupati/Perjanjian/dokumen yan g dipersamakan, fungsi
akuntansi PPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

TanggalNomor Bukti ;{ESE | Uraian Debit| Kredit
XXX XXX XXX [Beban Subsidi XXX
XXX Utang Belanja Subsidi XXX

Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan pencairan
subsidi dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan

s
Parat Hizerkd )7

kepada yang bcr}'xak menerima SubSIdl Berdasarkan SP2D LS
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Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
R Akun
XXX XXX XXX |Utang Belanja Subsidi XXX
XXX Kas di Kas Daerah XXX
Jurnal LRA 1
| Kode . . .
Tanggal Nomor Bukti| ] Uraian Debit|Kredit
XXX XXX XXX [Belanja Subsidi XXX
XXX Pernbahan SAL XXX

c. Beban/Belanja Hibah

Pemerintah Kabupaten Pacitan menerbltkan Surat Keputusan
Bupati/Perjanjian /dokumen tentang nama-nama penerima hibah
daerah dan telah menandatangani NPHD/dokumen yang
dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok
masyarakat.

Setelah itu kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan
bantuan hibah dengan dlterbltkan SP2D LS dan dilakukan
penyerahan kepada ¥ang berhak menenma hibah dalam bentuk
uang Berdasarkan SP2D tersebut fungsi akuntansi PPKD
membuat jurnal sebagai berikut:

Jurmnal LO dan Neraca

TanggaliNomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
Akun
XXX XXX XXX [Beban Hibah XXX
XXX Kas Di Kas Daerah XXX
Jurnal LRA 1
.| Kode . , .
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit| Kredit
_ Akun
XXX XXX XXX Belanja Hibah XXX
XXX Pernbahan SAL XXX

d. Beban/Belanja Bantuan Sosial

Pemerintah Kabupaten Pacitan mengeluarkan Keputusan Bupati
tentang Penerima Bantuan So#ial Bernpa Uang serta
menandatangani surat petjanjian  pemberian bantuan sosial
dengan penerima bantuan sosial.

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan
sosial dengan diterbitkan SP2D LSl dan dilakukan pembayaran
kepada yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk
uang. Berdasarkan SP2D tersebut maka fungsi akuntansi PPKD
mex_‘r_x_buat Jumal sebagal berikut:

26




Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
Akun
XXX XXX XXX [Beban Bantuan Sosial XXX
XXX Kas Di Kas Daerah XXX
Jurnal LRA
.| Kode . . .
TanggalNomor Bukti Uraian Debit| Kredit
Akun
XXX XXX XXX [Belanja Bantuan Sosial XXX
XXX Perubahan SAL XXX

e. Beban/Belanja Transfer Bantuan Kel‘xangan
Pemerintah Kabupaten Pacitan mengeluarkan Keputusan Bupati

tentang bantuan keuangan.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan pencairan

dana bantuan keuangan dengan
dilakukan pembayaran kepada
Berdasarkan SP2D tersebut fungsi

jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

diterbitkan SP2D LS dan
yang berhak menerima.

akuntansi PPKD membuat

Tanggal(Nomor Bukti Kode Uraian Debit} Kredit
Akun
XXX XXX XXX Beban T;ransfer Bantuan XXX
Keuangan
XXX Kas di Kas Daerah XXX
Jurnal LRA 1
TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
&8 Akun
XXX XXX XXX Transfer ?mtum XXX
Keuangan
XXX Pernbahan SAL XXX
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SISTEM AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

-

o

1.

Definisi

‘a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk
dana perimbangan dan dana bagi hajsﬂ

b. Transfer masuk adalah penerunaan uang dari entitas pelaporan
lain, misalnya penerimaan dana penrnbangan dari Pemerintah

Pusat dan dana

bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

c. Transfer keluar adalah pengeluaran| uang dari entitas pelaporan
ke entitas pelaporan lain seperti pe'ngeluaran dana perimbangan
oleh pemerintah pusat dan dana|bagi hasil oleh pemerintah
daerah serta bantuan keuangan.

|

Klasifikasi _
Pendapatan diklasifikasikan seperti berikut®
Kelompok Jenis Kewenangan
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Danal PPKD
Transfer Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak PPKD
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam| PPKD
Dana Alokasi Umum PPKD
Dana Alokasi Khusus PPKD
Transfer Pemerintah! Pusat Lainnya | PPKD
Dana Penyesuaian | PPKD
Transfer Pemerintah|Provinsi PPKD
Pendapatan Bagi Hasil Pajak PPKD
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya PPKD
Bantuan Keuangan | PPKD
Beban Transfer | Beban Transfer Bagi Hasil PPKD
Pendapatan Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan| PPKD
ke Pemerintah Daerah lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan| PPKD
ke Desa
Be.ban Transfer Bantuan Keuangan PPKD
Lainnya
Transfer/Bagi Hasil| ke Kabupaten/ PPKD
atau ke Desa
Bagi Hasil Pajak ] PPKD
Bagi Hasil Retribusi | PPKD
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya PPKD
f L parcinas 1
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B. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER DI PPKD
1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk
dan transfer keluar antara lain Fung31 Akuntansi PPKD, Bendahara

Penerimaan PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD.

a. Fungsi Akuntansi PPKD
Dalam sistem akuntansi transfer, fungsi akuntansi PPKD memiliki
tugas sebagai berikut:
1) meneatat transaksi/kejadlan transfer berdasarkan bukti-

bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan
Buku Jurnal LO dan Neraca;

2) melakukan posting Jurnal-Jurnal transaksi/kejadian
pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar
masing-masing akun (rincian obyek),

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan,

b. Bendahara Penerimaan PPKD
Dalam sistém akuntansi transfer, Bendahara Penerimaan PPKD
memiliki tugas sebagai berikut:
1) mencatat dan membukukan semua transfer ke dalam buku

Penerimaan PPKD;

2) membuat SPJ penerimaan.

c. Bendahara Pengeluaran PPKD
Dalam sistem akuntansi transfer, Bendahara Pengeluaran PPKD
memiliki tugas sebagai berikut:
1) mencatat dan membukukan semua transfer ke dalam buku

Pengeluaran PPKD;
2) membuat SPJ pengeluaran,

2. Dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi transfer adalah:
a. Perpres; dan/atau
b. PMK; dan/atau
é. Keputusan Bupati; dan/atau
d. dokumen yang dipersamakan antara lain : Perjanjian dan Berita
Acara.

3. Jurnal Standar
a. Transfer Masuk
1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi| Hasil Bukan Pajak/Sumber
Daya Alam (SDA) dari Pemerintah Pusat/Provinsi
Pada saat Pemerintah Kabupaten Pac1tan menerima pencairan
dana transfér berupa Dana Bagl Hasil Pajak dan Bagi Hasil
Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) dengan bukti
pemindahbukuan/nota kredit dan Bank atas pencairan dari
Pen}enntah Pusat/Pemerintah Provinsi atas PMK/Perpres/
i/ Surat” Pemb tahuan/Keputusan Bupati atau dokumen yang
zten dlpersamaka "fung31 akuntansi PPKD membuat jurnal sebagai
P POPSI herikut:
oy
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Jumal LO atau Neraca

Kode

Tanggal Nomor Bukti Akun Uraian Debit |Kredit
XXX XXX XXX [Kas di Kas Daerah XXX
Pendapatan Transfer
LO | -Pendapatan
Transfer  Pemerintah
XXX Pusat/Provinsi-Dana XXX
Bagi Hasil Pajak [/
Dana Bagi Hasil
Bukan Pajak/Lainnya
Jurnal LRA
Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit {Kredit
Akun
XXX XXX XXX |Permbahan SAL XXX
Pendapatan Transfer
Lo | -Pendapatan|
Transfer  Pemerintah
XXX Pusat/‘Provinsi—Dana XXX
Bagi Hasil Pajak [
Dana Bagi Hasil
Bukan Pajak/Lainnya
2} Dana Alokasi Umum {DAU)

Pada saat Pemerintah Kabupaten

Pacitan menerima pencairan

dana transfer bempa dana alc?kasi umum dengan bukti
pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari

Pemerintah Pusat

atas

PMK /Perpres/dokumen

yang

dipersamakan, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal

sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
Akun
XXX XXX XXX [Kas di Kas Daerah XXX
XXX Dana Alokasi Umum - XXX
LO
Jurnal LRA 1 |
1 Kode . . .
Tanggal Nomor Bukti l Uraian Debit} Kredit
Akun
XXX XXX XXX [Permbahan SAL XXX
XXX Dana Alokasi Umum-
LRA
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3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pada saat Pemerintah Kabupaten

Pacitan menerima pencairan

dana transfer berupa dana aloka31 khusus dengan bukti
pemindahbukuan/nota kredit dar1 Bank atas pencairan dari

Pemerintah Pusat

atas

PMK /Perpres/dokumen

yang

dipersamakan, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal sebagai

berikut:

Juruai LO dan Netaéa

Kode
N . . . .
TanggaliNomor Bukti Akun ! Uraian Debit|Kredit
XXX XXX XXX [Kas di Kas Daerah XXX
XXX Dana Alokasi Khusus - XXX
Lo |
Jurual LRA 1
Tanggal[Nomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
gg Alun e re
XXX XXX XXX [Perubahan SAL XXX
Dana Alokasi Khusus - XXX
) LRA

4) Dana Darurat

Pada saat Pemerintah Kabupaten
berupa
pemindahbukuan/nota

dana transfer

dana | darurat

kredit

Pacitan menerima pencairan
dengan
bank yang ditunjuk oleh

bukti

Pemerintah Daerah atas pencalran dari Pemerintah Pusat/
Pemerintah Daerah lainnya atas PMK/Perpres/ Keputusan
Bupati/Dokumen yang dlpersamakan, fungsi akuntansi PPKD

membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

TanggalNomor Bukti 2{123:1 Uraian Debit| Kredit
XXX XXX XXX |[Kas di Kas Daerah XXX
XXX Dana Darnrat-LO | XXX
Jurnal LRA l
TanggaliNomor Bukti Kode | Uraian Debit| Kredit
' Akun
XXX XXX XXX {Perubahan SAL XXX
XXX Dana Darurat-LRA XXX
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5) Kurang Bayar/Salur Penerimaan Dana Transfer

Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan menerima Surat
Pemberitahuan/PMK (Kurang Bayar) dari Pemerintah Pusat
dan/atau Surat Pembentahuan/Keputusan Bupati (Kurang
Bayar) dari Pemerintah Provinsi terkalt ketetapan jumlah dana
transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten
Pacitan, maka berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi
akuntansi PPKD akan membuat Jurnal pengakuan pendapatan
transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
Akun
XXX XXX XXX |Piutang Transfer ... XXX
XXX E::)nda;!)atan Transfern XXX

Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan menerima dana
transfer atas PMK Kurang Bayar dan Pemerintah Pusat, Surat
Pemberitahuan/Keputusan Bupat1 atau dokumen yang
dipersamakan maka bank yang ditunjuk oleh pemerintah
daerah akan mengeluarkan Nota Kredlt Berdasarkan Dokumen
tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD 'membuat jurnal penerimaan
pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
Akun
XXX XXX XXX [Kas di Kas Daerah XXX
XXX Piutang Transfer..... XXX
Jurnal LRA i
.| Kode . . .
Tanggal Nomor Bukti !Uralan Debit|Kredit
Akun
XXX XXX XXX |[Perubahan SAL XXX
Pendapatan Transfer
XXX LRA XXX

6) Lebih Bayar/Salur Penerimaan Dana Transfer

Pada saat PPKD menerima Peraturan Presiden/Keputusan
Menteri/Keputug8an Bupati dari Pemenntah Provinsl tentang
Lebih Bayar/Salur Dana Transfer, Fungsi Akuntansi PPKD
membuat jurnal pengakuan piutang transfer sebagai berikut:
Jurnal LO atau Neraca |

| . .
TanggalNomor Bukti Kode -{Uraian Debit| Kredit
Akun ]
XXX XXX XXX [Pendapatan Transfer LO | XXX

’ _ - - Utang Kelebihan|
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7) Prosedur Pencatatan Penerimaan Dana Transfer

Bukan
Pendapatan LO
Pada jenis dana transfer tertentu, dapat terjadi dana dimaksud
bukan merupakan hak Pemenntah Kabupaten Pacitan untuk
memanfaatkannya untuk operasmnal pemerintahan yang
menjadi tugas dan fungsinya. Dana yang masuk dalam kategori
ini yaitu Dana Desa. Pada Dana Desa, pemerintah
kabupaten/kota tidak mencatat penenmaan Dana Desa sebagai
pendapatan. Hai ini dikarenakan' dana dimaksud merupakan
hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah
kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum
disalurkan. Pada saat Pemerintah IKabupaten Pacitan menerima
Dana Desa dari pemerintah pUSat,l‘ maka bank kas daerah akan
mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan dokumen tersebut,

Fungsi Akuntansi PPKD meﬁmbuat jurmal penerimaan
pendapatan transfer sebagai berikut:
Jurnai LO ataud Neéraga
Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
Akun
XXX XXX XXX [Kas di Kas Daerah XXX
XXX Utang Transfer XX
(ke Desa)
Jumnal LRA
4 Kode . . .
TanggalNomor Bukti | Uraian Debit|Kredit
Akun
XXX XXX XXX ernbahan SAL XXX
Pendapatan Transfer
LRA

b. Transfer Keluar
1) Beban/Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Pemerintah Kabupaten Pacitan | mengeluarkan Keputusan
Bupati tentang Bagi Hasil Pendapatan/dokumen yang
dipersamakan tentang bagi hasﬂ pendapatan. Berdasarkan
Surat Keputusan Bupati tersebut fungsi akuntansi PPKD

membuat juriial sebagai berikut:

Jurnai LO atall Neraga

Kode T ' '
1 or Bukd {Uralan Debit| Kredit
Tanggal Nomor Bukti Aleun J .
fi il
XXX XXX xxx [peban Transfer Bagi Has
Pendapatan XXX
XXX Utang ’I‘ransfer 13ag11
Hasil ..! XXX
Pzrof Hicrarki Paraf Keordinest
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Jika kemudian Pemerintah Kabiupaten Pacitan melakukan
pencairan Transfer Bagi Hasil Pendapatan dengan diterbitkan
SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak
menerima, maka berdasarkan SP2D tersebut fungsi akuntansi

PPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

1

.| Kode . .

T 1 B i
anggalNomor Bukti Akiih 1 Uraian Debit|Kredit
XXX | XXX XXX i?lg Transfer Bagi XXX

XXX Kas di Kas Daerah XXX
Jurnal LRA 1
TanggalNomor Bukti Kode 1 Uraian Debit| Kredit
Akun
XXX XXX XXX Eelan_;a T:ransfer Bagi Hasil
endapatan ...
XXX Pernbahan SAL XXX

|

2) Beban/Belanja Transfer Bantuan Keuangan

Pémetintah Kabupaten Paeltan mengeluarkan Surat Keputusan
Bupati/Surat Persetujuan Pemberian Bantuan
Keuangan/dokumen yang diper§amakan tentang bantuan
keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya/ke Desa/Lainnya.
Berdasarkan Surat Keputusan | Bupati tentang Bantuan
Keuangan, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal sebagai
berikut:

Jurnal LO atau Neraca

TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
Akun
XXX XXX XXX Beban Transfer Bantuan XXX
Keuangan
KXY Utang J'I‘ransfer Bantuan| KRR
Keuangan...

Jika kemudian Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan
pencairan dana bantuan keuangan dengan diterbitkan SP2D LS
dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima,
maka berdasarkan SP2D tersebut fungsi akuntansi PPKD

membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

fera
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| Kode . ' '
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit| Kredit
Akun
Utan Transfer Bantuan|
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Jurnal LRA

Tanggal Nomor Bukti ;{;SE - Uraian Debit|Kredit
1 i 1 f B
XXX XXX XXX Belanja 'iI‘rans er Bantuan|
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UMUM
1. Definisi

BAB VI
SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah setiap penernnaan/pengeluaran yang
tidak berpengaruh pada kekayaan ber31h entitas yang perlu dibayar
kembali dan/atau akan diterima kemball, baik pada tahun anggaran
bersahgkutafi maupun tahun-tahun anggaratt bérikutnya, yang
dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

. Klasifikasi
Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) baglan, yaitu penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pemblayahn

a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening kas
umum Daerah antara lain berasali dari penerimaan pinjaman,
pénjualan obligasl pémeérintah, hasll privatisasi perusahaan
daerah, penerimaan kembali pmjaman yang diberikan kepada
pihak ketiga, penjualan mVestam permanen lainnya, dan
pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening kas
umum Daerah antara lain pemberiian pinjaman kepada pihak
ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok
pinjaman dalam periode tahun! anggaran tertentu, dan
pembentukan dana cadangan.

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT
Pihak-pihak yang terkait dengan

antara lain Fungsi Akuntansi PPKD, PPKD,

1. Fungsi Akuntansi PPKD

sistem akuntansi pembiayaan
dan BUD/Kuasa BUD.

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada

PPKD miemiliki tugas sebagai berikut:

a. mencatat transaksi/kejadian mvesta31 lainnya berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

b. mempostlig jurnal4jurnal transakm/kejadlan investasi ke dalam
Buku Besar masing-masing akun (rmc1an obyek);

c. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan

" Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL),

Laporan Operasional (LO), Laporan Pernbahan Ekuitas (LPE),
Laporan Arns Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan
{CaLK).

. PPKD

Dalam sistem akuntansi pemblayaan, PPKD memiliki tugas

menyiapkan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum

diserahkan kepada BPK.

PD Fomsasar
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3. BUD/Kuasa BUD
Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD/Kuasa BUD melakukan
fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD /Kuasa BUD memiliki tugas
menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh
Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi

pembiayaan

antara lain!

1. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan;

2. Naskah Perjanjian;

3. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum
daerah;

4. Nota Kredit; dan/atau

5. Dokumen yang dipersamakan.

D. JURNAL STANDAR
Pada dasaruya transaksi pembiayaan dllaksanakan oleh PPKD. Berikut

" adalah jurnal standar  pengakiian penenmaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan yang bersumber dan transaksi kewajiban yang
dibuat oleh Fungsi Akuntansi PPKD, sebaga1 berikut:

No.| Transaksi PENCATATAN OLEH FUNGSI AKUNTANSI PPKD
| Uraian | Debit Kredit
1 Saat Kas di Kas Daerah | XXX
penerimaan Kewajiban Jangka |Panjang,
pembiayaan Piutang...,Investasi | Jangka| XXX
Panjang ...
Perubahan SAL i XXX
Penerimaan Pembiyaan... XXX
2 [Saat Investasi Non
pembayaran  [Permanen/Permanen o
investasi Kas di Kas Daerah | XXX
Pengeluaran Pembiayaan... XXX
Perubahan SAL | XXX
3 [Saat Beban Bunga l XXX
Pembayaran Kas di Kas Daerah | XXX
bunga Belanja Bunga | XXX
kewajiban Perubahan SAL ' oo
4 [Saat pelunasan Kewajiban Jangka
kewajiban anjang/Bagian Lancar XXX
Kewajiban Jangka Paﬁjang
Kas di Kas Daerah | XXX
Pengeluaran Pembiayaan... XXX
Pérubahan SAL l pio.o e
5 [Saat ewajiban Jangka Panjang XXX
reklasifikasi Bagian Lancar Kewajiban| o
—.—{-Jangka Panjang
Parsf Howell 3 B —WPengeluaran Pembiayaar.. KX
Sekda b ===~ —Perubahan SAL | oK
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A. UMUM
1.

BAB VII
SISTEM AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Definisi

a. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di
bank yang setiap saat dapat dlgunakan untuk membiayai
kegiatan pemerintah daerah atau 1nvesta51 jangka peéndeék yang
‘sangat liklid dan slap dieairkan I’ﬁéﬁjadl kas serta bebas dari
risiko perubahan nilai yang 51gn1f1kan

b. Kas meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan,
saldo simpanan di bank yang setlap saat dapat ditarik atau
digunakan untuk melakukan pembéyaran

c. Tidak termasuk Kas adalah Perhltungan Pihak Ketiga (PFK)
berupa pajak pemerintah pusa& seperti PPN dan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21, luran Bapertarum dan iuran wajib
pegawai lainnya yang harus dlsetorkan ke kas negara atau pihak
lainnya yang berhak (dlkla§1f1kasll<an dalam Keéewajiban Jangka
Pendek).

Kas dan setara kas pada pemerintah!daerah mencakup kas yang
dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab BUD/Kuasa BUD
dan kas yang dikuasai, dikelola dan di }Jawah tanggung jawab selain
bendahara umum daerah, misalnya Pendahara pengeluaran dan
bendahara penerimaan. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di
bawah tangging jawab BUD/Kuasa BUD terdiri dari:

a. saldo akun kas daerah, yaitu 'saldoj akun-akun pada bank yang

ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan

b.setara kas, antara lain berupa surat utang negara
(SUN)/obligasi dan deposito kurangI dari 3 bulan, yang dikelola

2. Klasifikasi
pengeluaran.
oleh bendahara umum daerah.
Paraf Kisrark}
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B. PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Sistem Akuntansi Kas di SKPD

Kelompok Jenis I Kewenangan
Kas Kas di Kas Daerah |
Kas di Kas Daerah I PPKD
Kas Transitoris* J SKPD/PPKD
Kas Lainnya { SKPD/PPKD
Kas di Bendahara 1
Penerimaan
Pendapatan yang Belum Disetor SKPD/PPKD
Uang Titipan** | SKPD/PPKD
Kas di Bendahara 1
Pengeiuaran
Sisa Pengisian Kas 1 SKPD/PPKD
Pajak di SKPD yang Belum|SKPD
Uang Titipan | SKPD/PPKD
Kas di BLUD |
Kas Tunai BLUD | SKPD
Kas di Bank BLUD | SKPD
Pajak yang Belum Disetor BLUD | SKPD
Uang Muka Pasien RSUD/BLUD |SKPD
Uang Titipan BLUD | SKPD
Setara Kas | Deposito (kurang dari 3 bulan) PPKD
Surat Utang  Neégara/Obligasi PPKD
(kurang dari 3 bulan)

* misalnya PFK
** misalnya Jaminan

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntan31 kas dan setara kas
pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK
SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD Bendahara Penerimaan
Pembantu SKPD; Bendahara Pengeluaran SKPD; Bendahara
Pengeluaran Pembantu SKPD, dan PA/KPA.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)

2

Dalam sistem akuntansi kas dajn setara kas, PPK SKPD

melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai

berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) Mempasting jurnal-jurnal transaksl/kejadlan kag dan satara
kas ke dalam Buku Besar masmg-masmg akun (rincian obyek);

3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan
Pernbahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).
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. Sistem Akuntansi Kas di PPKD
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b.Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan
Pembantu SKPD
Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
Penerimaan SKPD/Bendahara Pembantu SKPD memiliki tugas
menyiapkan dan menyampalkan dokumen-dokumen atas
transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem
akuntansi kas dan setara kas ke| PPK SKPD. Adapun tugas
Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyiapkan dan
menyampaikan dokumen- dokumen| atas transaksi sistem
akuntansi kas dan setara kas ke Bendahara Penerimaan SKPD.
c. Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD
Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
Pengeluaran SKPD  memiliki itugas menyiapkan dan
menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait
dengan proses pelaksanaan sistem akuntan31 Kas dan Setara Kas
ke PPK SKPD. Adapun tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD menyiapkan dan menyampalkan dokumen-dokumen atas
transaksi sistem akuntansi kas dan setara kas ke Bendahara
Pengeluaran SKPD.
d. PA/KPA
Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran
memiliki tugas:
1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsohdam yang dilakukan oleh
fungsi akuntansi PPKD.
2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna
Anggaran.

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntanm kas dan setara kas
pada PPKD antara lain Fungsi Akuntanm PPKD, Bendahara
Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD, dan PPKD.
a. Fungsi Akuntansi PPKD
Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, fungsi akuntansi
PPKD memiliki tugas sebagai berikut: I
1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
2) memposting jurnal-jurnal Uansakﬁl/kejadlan kas dan setara
‘kas ke dalamn Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek);
3) membuat laporan keuangan, yhng terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA),. Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan SAL (LPSAL), Laporan| Pernbahan Ekuitas (LPE),
Laporan Amns Kas (LAK), Neraca|dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).
b. Bendahara Penerimaan PPKD
Dalam sistern akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
Penerimaan PPKD memiliki tugas menylapkan dan menyampaikan
.dokumen-dokumen.— atas transaksi L penerimaan yang terkait
denganlﬁf‘"oggstpel_aks‘zanaan sistem akuntansi kas dan setara kas
fke fungsx akuhl: /nsr P‘PKD

i Paimrcasise
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D.

¢. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam sistem akuntansi
Pengeluaran  PPKD

memiliki
menyampaikan dokumen-dokumen

kas dan setara Kkas,
tugas

menyiapkan
atas transaksi pengeluaran

Bendahara
dan

yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan

setara kas ke fungsi akuntansi PPKD;

. PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tugas:
1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan
dalam proses penggabungan /konsohdam yang dilakukan oleh

Fungsi Akuntansi PPKD.

2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntan51 kas dan setara kas
pada SKPD maupun PPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas
dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO,
Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

JURNAL STANDAR

Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD maupun PPKD
mengikuti transaksi penerimaan kas dan f)engeluaran kas pada sistem
akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan
Ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah maka akan dicatat di sisi
“debit”, sedangkan jika kas dan setara kas berkurang akan dicatat di

sisi “kredit”.

Jurnal Standar-Kas dan Setara Kas Saat Bertambah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal[Nomor Bukti Kode Url':lian Debit | Kredit
Akun |
XXX XXX XXX | Kas dan Setara Kas XXX
Pendapatan-LO/Aset/
XXX | Kewajiban / Ekuitas XXX
Jurnal Standar-Kas dan Setara Kas Saat Berkurang
Jurnal LO dan Neraca
TanggalNomor Bukti Kode Ur‘l'slian Debit | Kredit
Akun |
XXX XXX Beba.ln /Aset/Kewajiban/ XXX
Ekuitas
XXX Kas dan Setara Kas XXX
Jurnal Standar-Penerimaan UP/GU di SKPD
1. Pencatatan di SKPD
Jurnal LO dan Neraca
I . .
Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit |Kredit
\ _—|—Akun |
Peraf Hisrary /i AR ]
- { Kas Bendahara
Sokda = 1""390(* 7‘29?( Pengeluaran XXX
Kbl lr T T _XXX RK PPKD | XXX
Katpa | \ PO okt l a1
Ejg',.u B!




2. Pencatatan di PPKD

Jumnal LO dan Neraca
'TanggaliNomor Bukti Kode Ull-aian Debit | Kredit
Akun |
XXX XXX XXX | RK SKPD | XXX
XXX Kas di Kas Daerah XXX

|
Jurnal Standar- Penerimaan UP/GU di PPKD

Jurnal LO dan Neraca
.| Kode |, . .
TanggallNomor Bukti Uraian Debit | Kredit
Akun |
XXX XXX xxx | XasBendahara XXX
Pengeluaran
XXX Kas di Kas Daerah XXX

-
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BAB VIII
SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM
1. Definisi

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Jatau hak Pemerintah
Kabupaten Pacitan yang dapat d1n11a1 dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-

~ undangan atau akibat lainnya yang sah.

b. Net realizable value adalah nilai piutang setelah dikurangi dengan
penyisihan piutang tidak tertagih.

c. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang
yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa
akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas
lain.

2. Klasifikasi _

Secara garis besar piutang diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

a. piutang pendapatan;

b. piutang lainnya;

c. penyisihan piutang; dan

d. beban dibayar di muka.

Klasifikasi piutang menurut kelompok|dan jenis serta kewenangan

pemanfaatan piutang adalah sebagai berikut:

Kelompok Jenis | Kewenangan
Piutang Piutang Pajak Daerah SKPD
Pendapatan

Piutang Retribusi i SKPD
Piutang Hasil Pengelolaan| SKPD
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah | SKPD
Piutang Transfer Pemerintah! SKPD

Pusat

Piutang Transfer Pemerintahl SKPD

Lainnya

Piutang Transfer Pemerintahi SKPD

Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya SKPD
Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka SKPD
Lainnya Panjang

Bagian Lancar Tagihan *Pinjaman SKPD
Jangka Panjang kepada Entitas]
Lainnya
Bagian Lancar Tagihan| SKPD
Penjualan Angsuran
Bagian lancar Tuntutan Ganti SKPD
.| Kerugian Daerah
—-|.Uang Muka SKPD

LA

an | Penyisihan Piutang Pendapatan SKPD
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Piutang 1
enyisihan Piutang Pajak Daerah | SKPD

Penyisihan Piutang Retribusi SKPD
Penyisihan Piutang Hasil SKPD
Pengelolaan Kekayaan| Daerah
yang Dipisahkan
enyisihan Piutang Lain-lain PAD| SKPD
yang Sah
Penyisihan  Piutang | Transfer] SKPD
Pemerintah  Pusat - Dan.ev1
erimbangan t

enyisihan  Piutang | Transfer] SKPD
Pemerintah Daerah Lainnya
Beban Beban Pegawai Dibayar di muka | SKPD
Dibayar  di
Muka

Beban Barang Dibayar di muka | SKPD
Beban Jasa Dibayar di muka SKPD
Beban Pemeliharaan | Dibayar] SKPD
dimuka
Beban Lainnya ] SKPD
*Jasa Giro/Bunga Deposito

B. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD
1. Pihak-pihak Terkait
Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), Bendahara
Penerimaan SKPD/Bendahara Penerlmaan Pembantu SKPD, dan
PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SK?D (PPK SKPD)

Dalam sistem akuntansi piutang, PPK‘ SKPD melaksanakan fungsi

akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian piutai‘ng berdasarkan bukti-bukti
transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku
Jurnal LO dan Neraca;

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian
pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar
masing-masing akun;

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporar'l Operasional (LO), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan
keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu

SKPD.

Dalam sistem akuntansi piutang, Bendahara Penerimaan

SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD, memiliki tugas

sebagai berikut:

: )mencatat ‘dan membukukan semua penerimaan ke dalam
buku kas peneru‘xaan SKPD;

ey D painieicr:3 Y
il k 2) membuat SPJ \atas pendapatan
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C.

. Jurnal Standar

PA/KPA atau pejabat yang diberi kewienangan
PA/KPA atau pejabat yang diberi kefwenangan mempunyai tugas
untuk melakukan penagihan piutang..
Dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan meliputi dokumen pengakuan piutang,
dokumen untuk pelunasan piutang, dokumen untuk penyisihan
piutang, dan dokumen untuk penghapusan piutang atau pemberian
keringanan adalah sebagai berikut:
a. SKP Daerah;
b. SSPD;
c. SKR Daerah;
. SPPT;
. STS;
TBP;
. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham
h.SP2D;
i. Nota Debit;
j. Keputusan Bupati;
k. Bukti Memorial; dan/atau
1. dokumen yang dipersamakan.

d
e
f.
g (RUPS);

Pada saat diterbitkan SKP Daerah atau SKR Daerah, SKPD berhak
mengakui Piutang. Berdasarkan SKP, Daerah atau SKR Daerah
tersebut, maka PPK SKPD akan membuat jurnal pengakuan piutang
sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

TanggalNomor Bukti Kode Ui'aian Debit| Kredit
Akun |
XXX XXX XXX | Piutang....| XXX
XXX Pendapatan .... LO XXX

Pada saat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi melakukan pembayaran

maka Wajib Pajak atau Wajib Retrxbus1 akan menerima TBP.
Berdasarkan TBP tersebut PPK SKPD akan membuat jurnal
pelunasan atau pembayaran angsuran plutang sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

T e t— —
e ——————-1

LTukasa

! ) .
Tanggal Nomor Buktij _Kode Uraian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX xxx |Kas  dij Bendaharg
Penerimaan XXX
XXX Piutang ....
s | ; o
e A s Koordmasl_____lr ‘
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Jurnal LRA

|
Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
Akun |
XXX XXX XXX | Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan ... LRA XXX

Pada saat akhir periode PA/KPA | atau pejabat yang diberi
kewenangan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan bukti
memorial tersebut PPK SKPD akan membuat jurnal penyisihan
piutang sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

i
TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
Akun |
XXX | XXX xxx | Beban Pen,y isihan XXX
Piutang......
XXX Penyls‘.lha Piutang... XXX

Pada saat Wajib Pajak/ Wajib Retrlbu31 tidak bisa melunasi
piutangnya atau mengajukan kennganan pembayaran, PA/KPA atau
pejabat yang diberi kewenangan menerbltkan Keputusan Bupati
atau Bukti Memorial. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau
Bukti Memorial tersebut, PPK SKPD ‘membuat jurnal keringanan
pembayaran piutang atau penghapusaﬂ piutang sebagai berikut :

Jurnal LO dan Neraca

|
Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
Akun |
XXX XXX XXX | Penyisihan|Piutang...... XXX
XXX Piutang...... XXX
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A.

UMUM
1.

BAB IX
SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional Pemerintah Daerah, |dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual dan/atai diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala aset

tersebut memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. barang atau perlengkapan (supphes) yang digunakan dalam
rangka kegiatan operasional pemerlntah

b. bahan atau perlengkapan (suppltes) yang digunakan dalam
proses produksi;

¢. barang dalam proses prodiiksi yang dimaksudkan tintuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat;

d. barang yang disimpan untuk d1_|ua1 atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerlntah

Klasifikasi persediaan menurut kelompok dan {jenis serta

kewenangan pemanfaatan persediaan adalah sebagai berikut:

Kelompok : Jenis | Kewenangan
Persediaan Persediaan Alat Tulis Kantor SKPD
Bahan Pakai | Persediaan Dokumen/Administrasi | SKPD
Habis | Tender/Cetakan

Persediaan  Alat Llstnk dan | SKPD
Elektronik (lampu p1_|ar battery
kering)

Persediaan Perangko, Materai dan | SKPD
Benda Pos Lainnya
Persediaan Peralatan
dan Bahan Pembersih

Kebersihan | SKPD

Persediaan Bahan Bakar | SKPD

Minyak/Gas l

Persediaan Isi Tabung Pemadam | SKPD

Kebakaran |

Persediaan Isi Tabung Gas SKPD
Persediaan Persediaan Bahan Baku Bangunan | SKPD
Bahan/ Persediaan Bahan/Bibit Tanaman SKPD
Material Persediaan Bibit Ternak SKPD

Persediaan Bahan Obat-Obatan SKPD

Persediaan Bahan Kimia SKPD

‘Persediaan Bahan Makanan Pokok | SKPD
Persediaan Persediaan Barang yang akan| SKPD
Barang Diberikan Kepada Pihak Ketiga
Lainnya

| 8
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B.

C.

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara

lain adalah:
1.

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

"o e o

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Dalam sistem akuntansi persediaa‘n, bendahara pengeluaran
bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen
atas transaksi tunai yang berkaitan den?gan persediaan.
Penyimpan Barang/Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu
Dalatn sistem akuntansi persediaan, Penyimpan Barang/Pengurus
Barang/Pengurus Barang Pembantu ibertugas untuk melakukan
stock opname dan menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran
pelaksanaan pengadaan persediaan.
PPK SKPD
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan
keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi
persediaan yang dimulai dari jumal hingga penyajian laporan
keuangan SKPD.
. Pengguna Barang/Kutasa Pengguna Barang atatt pejabat yang diberi
kewenangan.
Dalam sistem akuntansi persediaan, Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kewenangan bertugas:.
membuat bukti memorial;
mengajukan rencana kebutuhan barang;
melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang;
inventarisasi barang milik daerah;
menyusun Laporan Barang Semesteran dan Tahunan; dan
menandatangani laporan barang SKPD.

Dokumen-dokumen yang digunakan |dalam sistem akuntansi
persediaan antara lain dokumen untuk mengaku1 beban persediaan dan
dokumen untuk menyesuaikan beban persedlaan Dokumen tersebut

adalah sebagai berikut:

1. bukti belanja persediaan;

2. Berita Acara Serah Terima Barang;
3.SP2D LS; dan/atau

4, berita acara stock opname.

. JURNAL STANDAR

1. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perlodlk

Metode ini digunakan untuk mengakul persediaan yang
penggunaannya sulit diidentifikasi, sepert1 Alat Tulis Kantor (ATK),
sedangkan untuk menilai persediaan menggunakan FIFO. Pembelian
persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan GU/TU maupun
LS.

Pada saat SKPD melakukan pembehan persediaan dengan
menggunakan GU/TU, bendahara pengeluaran SKPD akan
menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD.
Berdasaykan bukti belanja persediaan| tersebut, PPK SKPD akan
membuatjurnal pengadaan persediaan:
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Jurnal LO atau Neraca

1
TanggallNomor Buktil %€ Uraian Debit| Kredit
Akun |
XXX XXX XXX Beban E%arang/Jasa XXX
(Beban Persediaan)......
XXX Kas Benldahara XXX
Pengeluaran
Jurnal LRA 1
TanggaliNomor Bukti Kode {Jraian Debit| Kredit
gg Akun ! ebit|Kredi
XXX XXX XXX Belall_]{:i. B.arang/Jasa XXX
(Belanja Persediaan) ...
XXX Perubahan SAL XXX

Pada saat SKPD melakukan pembehan persediaan dengan
menggunakan LS, PPK SKPD akan menenma Berita Acara Serah
Terima Barang. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang
tersebut PPK SKPD akan membuat _]urnal pengadaan persediaan
sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

!
TanggalNomor Bukti ;{1:3:1 Uraian Debit| Kredit

Beban Barang/Jas

XXX (Beban Persediaan)......

4 xxx

Utang Belan_ja Barang]

XXX XXX

dan Jasa

Pada saat SKPD melakukan pembayaran barang kepada penyedia

- barang, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
akan menerbitkan SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS tersebut, PPK
SKPD akan membuat jurnal penghapusan utang belanja sebagai
berikut:

Jurnal LO atau Neraca

a
Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX XXX Utang Belanja Barang dan XXX
Jasa ......
XXX RK PPKD XXX
Jurnal LRA I
Tanggal{Nomor Bukti Kode Ulraian Debit|{Kredit
&8 Akun |
XXX XXX Belanja Barang/Jasa 3
XXX (Belanja Persediaan) ...
k XXX Perubahan SAL XXX
!
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Pada akhir periode (bulanan, tnwulanan semesteran), sebelum
menyusun laporan keuangan, Pengurus barang/pengurus barang
pembantu akan melakukan stock opname untuk mengetahui sisa
persediaan yang dimiliki. Berdasarkan bénta acara stock opname, PPK
SKPD akan membuat jurnal pengakuan beban persediaan sebagai
berikut:

Jurnal LO atau Neraca

i
TanggaliNomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX XXX | Persediaan ... XXX
‘ Beban | Barang/Jasa XXX
(Beban Persediaan)...... |
*Sebesar sisa persediaan yang belum terpakai
Pada saat barang rusak/hilang/kadaluwarsa, Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang diberi
kewenangan akan menerbitkan bukti me!monal untuk menghapuskan
persediaan. Berdasarkan bukti memorial tersebut PPK SKPD akan
membuat jurnal sebagai berikut:

- Jurnal LO atau Neraca

|
Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
Akun ;
XXX XXX Defisit dan Kegiatan Non
Operasmnal Lainnya — LO
XXX Persediaan ... XXX

2. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual

Metode Perpetual digunakan untuk mexfgakui jenis persediaan yang
sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti
obat-obatan, sedangkan untuk menilai persediaan menggunakan
FIFO.

Pada saat SKPD melakukan pembelian persediaan dengan
.menggunakan GU/TU, bendahara bengeluaran SKPD akan
menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD.
Berdasarkan bukti belanja persediaan Itersebut, PPK SKPD akan
membuat jurnal pengadaan persediaan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

I .
TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
Akun | ‘
xxx |  xXxx xxx |Beban | Barang/Jasa ..y
{(Beban Persediaany......
XXX Kas Benqahara XXX
Pengeluaran

p
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Jurnal LRA
| Kode A . .

TanggalNomor Bukti Uraian Debit{ Kredit

Akun [
XXX XXX xxx |Belama | Barang/Jasg, .

(Belanja Persediaan) ...

XXX Perubahan SAL XXX

Pada saat SKPD melakukan pembehan persediaan dengan

menggunakan LS, PPK SKPD akan meneruna Berita Acara Serah
Terima Barang. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang
tersebut PPK SKPD akan membuat Jumal pengadaan persediaan
sebagai berikut:

Jumnal LO atau Neraca

K o, . .
Tanggal Nomor Bukti ode Uraian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX xxx |Beban Barang/Jasa y ¢
(Beban Persediaan}......
XXX Utang Belan_;a Barang XXX
dan Jasa ......

Pada saat SKPD melakukan pembayaran barang kepada penyedia
barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
akan menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS tersebut PPK SKPD
akan membuat jurnal pelunasan utang| belanja persediaan sebagai
berikut:

Jurnal LO atau Neraca

J
TanggalNomor Bukti 09 Uraian Debit| Kredit
Akun |
XXX XXX XXX Utang Belanja Barang dan XXX
Jasa ......
XXX RK PPKD XXX
Jurnal LRA 1
anggaliNomor Bukti Kode I]Jraian Debit|Kredit
gealiNo Akun [
XXX XXX xxx |Belama | Barang/Jasa ..y
(Belanja Persediaanj ..
XXX Pernbahan SAL XXX

Pada saat menggunakan barang, pengurus barang/pengurns barang
pembantu akan mengisi Buku Persedlaan Barang (BPB), Kartu
Barang (KB), dan kartu kendali barang Berdasarkan Buku
Persediaan Barang (BPB), Kartu Barang (KB), dan kartu kendali

barang, PPK SKPD akan

membuat jurnal untuk mengakui sisa

persediaan sebagai berikut:

ran——
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Jurnal LO atau Neraca

|
TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
Akun i
XXX XXX XXX | Persediaan ... XXX
Beban | Barang/Jasa XXX
(Beban Persediaan)......

Pada saat barang rusak/hilang/kadaluwarsa, Kuasa Pengguna
. o . l . .
Barang atau pejabat yang diberi kewenarilgan akan menerbitkan bukti
memorial untuk menghapuskan perslediaan. Berdasarkan bukti
memorial tersebut PPK SKPD akan membuat jurnal sebagai berikut:

Jummal LO atau Neraca

|
Tanggal Nomor Bukti Rode Uraian Debit|Kredit
Akun |
Defisit dari Kegiatan Non|
Operasiorllal Lainnya - LO
XXX Persediaan ... XXX
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A.

UMUM
1.

BAB X
SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

Definisi

a. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomik seperti bunga,] dividen dan royalti, atau
manfaat sosial, sehingga dapat |meningkatkan kemampuan
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi merupakan instrumen fang dapat digunakan oleh
pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk
memperoleh  pendapatan dalam jangka  panjang dan
memanfaatkan dana yang belum ’digunakan untuk investasi
jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi
Investasi diklasifikasikan berdasarka}n jangka waktunya, yaitu
investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
a. Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki
karakteristik dapat segera dlper]ualbehkan /dieairkan dalam
waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan Investasi jangka pendek
biasanya digunakan untuk tu_]uar} manajemen kas dimana
pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul
kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko
rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara
Kas. Suatu investasi masuk kla31flka31 Kas dan Setara Kas jika
investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3
bulan dari tanggal perolehannya.
b. Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya
memiliki jangka waktu lebih dari {12 bulan. Investasi jangka
panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
1} Investasi Jangka Panjang Nonpermizmen
Investasi jangka panjang nonperrnanen merupakan investasi
jangka panjang yang dlrnaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik
kembali.
2} Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi jangka panjang permanen: merupakan investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dlrmllkl secara berkelanjutan
atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
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Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kelompok Jenis Kewenangan
1 |
Investasi Jangka Investasi dalam Saham PPKD
Pendek |
Investasi dalam Deposito PPKD
Investasi dalam SUN PPKD
Investasi dalam SBI PPKD
Investasi dalam SPN PPKD
Investasi Jangka Pendek
BLUD i PPKD/SKPD
In\{estam Jangka Pendek PPKD
Lainnya f
Investasi Jangka
A Investasi kepada Badan
ganjang Non Usaha Milik Negara PPKD
ermanen
Investasi kepada Badan
Usaha Milik Daerah PPKD
Investasi kepada Badan
Usaha Milik Swasta PPKD
Investasi dalam Obligasi PPKD
Investasi daiam  Proyek PPKD
Pembangunan
Dana Bergulir | PPKD
Deposito Jangka Panjang PPKD
}Jn\_restam Non|{ Permanen PPKD
ainnya
Investasi Jangka | Penyertaan Modal Kepada PPKD
Panjang Permanen BUMN
Penyertaan Modal Kepada
BUMD PPKD
Penyertaan Modal Kepada PPKD

Badan Usaha Milik Swasta

Investasi Permanen Lainnya | PPKD

SISTEM AKUNTANSI INVESTASI DI SKPD
1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam 51stem akuntansi investasi pada
SKPD, antara lain: Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK
SKPD), Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan
Pembantu SKPD, dan PA/KPA atau Pe_]abat yang diberi kewenangan.
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)
Dalam sistem akuntansi investasi, PPK SKPD memiliki tugas
‘sebagai berikut:
1) mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti
transaksi yang sah ke Buku Jumal Umum;
2) memposting jurnal-jurnal transakSIIkeJadlan investasi ke
dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek);
3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan
Pernbahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan

e | At |
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b. Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD
Dalam sistem akuntansi investa§i, Bendahara Pengeluaran
SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dbertugas untuk
menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas -
transaksi pengeluaran tunai yang |berkaitan dengan investasi
misalnya transaksi perolehan mvestam

¢. Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu
SKPD
Dalam sistem akuntansi investa§i, Bendahara Penerimaan
SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD bertugas untuk
menyiapkan dan menyampaikan| dokumen-dokumen atas
transaksi penerimaan tunai yang berkaitan dengan investasi
misalnya transaksi penerimaan hasil 1nvesta81

d. PA/KPA atau Pejabat yang diberi kewenangan
PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan mempunyai tugas

menandatangani laporan keuangan| SKPD sebelum diserahkan
dalam -proses penggabungan/konsolidasi -yang dilakikan oleh
fungsi akuntansi PPKD.
2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan terkait dengan sistem akuntansi Investasi

pada SKPD adalah sebagai berikut:

a. bukti transaksi investasi;

b. SP2D-LS (jika tunai);

c. BAST jika berupa aset;

d. nota kredit; dan/atau

e. dokumen yang dipersamakan.

3. Jurnal Standar

a. Perolehan Investasi
Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)
Pada saat pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan
pembentukan/pembelian investasi jailngka pendek dalam rangka
manajemen kas, SKPD menerlma Bukti Investasi Jangka
Pendek/Dokumen yang dlpersamakan Berdasarkan dokumen
tersebut PPK SKPD membuat jurnal| perolehan investasi sebagai
berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode [}raian Debit|Kredit
Akun i
XXX XXX XXX |Investasi Jangka Pendek |XXX
RK PPKD/Kas
XXX Bendahara XXX
Pengelua’ran*

*RK PPKD apabila dengan LS, Kas Bendahara Pengeluaran
apabila GU/TU

b. Hasil Investasi
Hasil Investasi Jangka Pendek

Paraf Hisrudi L7

Hasil7investdsi—jangka pendek diakui dengan menggunakan
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Pada saat pelepasan

investasi

Jangka pendek, Bendahara

Penerimaan SKPD/Bendahara Per:lerimaan Pembantu SKPD
menerima TBP, Berdasarkan TBP t?rsebut, PPK SKPD membuat
jurnal pengakuan pendapatan bunga atas hasil investasi sebagai

berikut;

Jurnal LO dan Neraca

i
TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX xxx | XasdiBendahara XXX
Penerimaan
XXX Pendapatan Bunga...- XXX
LO
Jurnal LRA 1
.| Kode b . .
TanggalNomor Bukti Uraian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX XXX | Perubahan SAL XXX
Pendapatan Bunga...-
LRA

Hasil Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen
Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan tidak
mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah.
Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan

oleh perusahaan.

Pada saat perusahaan investee
pemerintah

kepada

TBP. Berdasarkan TBP tersebut

daerah, Bendahara

jurnal penerimaan dividen sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

membagikan dividen tunai

: Penerimaan
SKPD/Bendahara Penerimaaan Pembantu SKPD menerima

fungsi akuntansi membuat

fug

el

oy

POTL L I

|
Tanggal Nomor Bukti KIOd:l [IJraian Debit|Kredit
XXX | XXX xxx |Kas ~di  Bendahargy .y
Penerimaan
Pendapa\tan Hasil,
Pengelolaan Kekayaaan XXX
- Daerah y'ang'Dipisahkan
-LO
Jurnal LRA
e | £ ———————1—Kode | . .
Peratiorerkd JiTanggal Nomor-Bukfit-, Uraian Debit |Kredit
cia | | | Fheszees | Akun |
— 0| XXX |2 XXX| | XXX |Pernbahan SAL XXX
s LTl ! 6

|




Pendapatan Hasil
. Pengelolaan Kekayaan|

Daerah yang

Dipisahkan-LRA

b) Investasi Non Permanen

Metode Nilai Bersih yang Dapat Digealisasikan
Pada saat pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non
permanen (misalnya pendapatan| bunga dari dana bergulir)
telah diterima, Bendahara Penenmaan SKPD menerima TBP.
Berdasarkan TBP tersebut Fung31 Akuntansi SKPD membuat
jurnal penerimaan bunga sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

4
Tanggal Nomor Bukti f:;:de Uraian Debit| Kredit
un ;
XXX XXX XXX Kas . d} Bendahara1 XXX
Penerimaan
Pendapatan Bunga
XXX Dana XXX
Bergulir| - LO
Jurnal LRA l
.| Kode L, . .
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit| Kredit
Akun |
XXX XXX XXX | Pernbahan SAL XXX
XXX Pendapatan Bunga XXX
Dana Bergullr - LRA

¢. Pelepasan Investasi
Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Pada saat dilakukan pelepasan

investasi jangka pendek,

Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu
SKPD menerima TBP, berdasarkan TBP tersebut PPK SKPD
membuat jurnal pelepasan investasi sebaga1 berikut:

Jurnal LO dan Neraca

r‘""""”

|
'TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit] Kredit
Akun |
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX Pendapatan .... - LO XXX
XXX Investasi Jangka Pendek XXX
Jurnal LRA
Kode v, . .
Tanggal[Nompr Buktii —— Uraian Debit{ Kredit |
. Akun |
Pernbahan SAL XXX
Pendapatan ... - LRA XXX
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C. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI DI PPKD
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem

akuntansi investasi antara

lain PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, Bendahara Penerimaan PPKD,
Bendahara Pengeluaran PPKD, dan BUD/Kuasa BUD.
1. Pihak-pihak yang terkait

. Bendahara Penerimaan PPKD

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi
memiliki tugas sebagai berikut:

investasi,

fungsi akuntansi PPKD

1) mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) memposting jurnal-jurnal
dalam Buku Besar masmg-masmg

transaksi /kejadian
lakun (rincian obyek);

investasi ke

3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan

Perubahan SAL (LPSAL),
Laporan Arns Kas (LAK), Neraca
Keuangan (CaLK). '
. Bendahara Pengeluaran PPKD
Dalam sistem akuntansi investasi, B
bertugas untuk menyiapkan dan

dokumen atas transaksi pengeluaranI

Laporaﬁ Perubahan Ekuitas (LPE),

dan Catatan atas Laporan

endahara Pengeluaran PPKD
menyampaikan dokumen-
tunai yang berkaitan dengan

investasi misalnya transaksi penanaman investasi.

Dalam sistem akuntansi investasi, Bendahara Penerimaan PPKD

bertugas untuk menyiapkan dan
dokumen atas transaksi penerimaan

menyampaikan dokumen-
tunai yang berkaitan dengan

-investasi misalnya transaksi penerimaan hasil investasi.

.PPKD
Dalam sistem akuntansi
menandatangani laporan keuangan

investasi,

Cokda N
ITrs*

fry

[ u,?.‘:]g
bekury

PPKD bertugas untuk
sebelum diserahkan dalam

proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi

akuntansi PPKD
e. BUD/Kuasa BUD

Dalam sistem akuntansi investasi,

BUD/Kuasa BUD bertugas

untuk menandatangani bukti-bukti transaksi investasi.

2. Dokumen Yang Digunakan |

Dokumen yang Digunakan dalam sistem akuntansi investasi pada

PPKD adalah sebagai berikut:
a. sertifikat saham;

b. sertifikat deposito;

c. sertifikat obligasi;

d. SUN;

e. sertifikat SBI;

f. sertifikat SPN;

g. nota kredit;

h.SP2D LSjika tunai,
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1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Pada saat pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan
pembentukan/pembelian investasi'jangka pendek dalam rangka
manajemen kas, PPKD menerima Sertifikat Saham/Sertifikat
Deposito/Sertifikat Obllga31/SUN/Sertlﬁkat SBI/Sertifikat SPN
/Nota Kredit/Dokumen yang Dlpersamakan Berdasarkan
dokumen tersebut fungsi akuntan31 PPKD membuat jurnal
perolehan investasi sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

|
Tanggal[Nomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX |Investasi Jangka Pendek |XXX
XXX Kas di Kas Daerah XXX

2) Perolehan Investasi (Investasi Jang%{a Panjang)

Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan menyertakan investasi
berdasarkan peraturan daerah, Bendahara pengeluara PPKD
menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS tersebut fungsi
akuntansi PPKD membuat Jurnal perolehan investasi jangka
panjang sebagai berikut:

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Jurnai LO dan Neraca

1
TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit| Kredit
Akun |
XXX XXX XXX Investasi Jangka Panjang XXX
Non Permanen
XXX Kas di Kas Daerah XXX
Jurnal LRA
.| Kode L, . .
TanggalNomor Bukti Uraian Debit|{ Kredit
Akun |
XXX XXX XXX Pengeluaran Pembiayaan XXX
-~ Dana Bergullr
XXX Perubahan SAL XXX
b) Investasi Jangka Panjang Permanen
Jurnal LO dan Neraca
TanggalNomor Bukti Kode 1} raian Debit|{Kredit
Akun |
XXX XXX KXX Investasi Jangka Panjang XXX
Permanen
XXX Kas di Kas Daerah XXX
Jurnal LRA
anggal NQmQr"Bukti""‘Kgde IjTraian Debit} Kredit
Paraf H'lcrarki]‘ Eg P LIRS D s 7 Al;un |
el ,—/I peipte] e - 1 ) Pengeluaran Pembiayaan,
e XIXXP EETRXX XXX |- Penyertaan! XXX
e A .k e Modal/Investasi
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Pemerintah

Daerah

Perubahan SAL

b. Hasil Investasi
Hasil Investasi Jangka Panjang - Investasi Permanen
Metode Ekuitas
Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan
akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah
daerah.
Pada saat perusahaan mengumumkan laba, PA/KPA atau pejabat
yang diberi kewenangan membuat buktl memorial. Berdasarkan
bukti memorial tersebut, fungsi akuntan31 PPKD membuat jurned
pengakuan keuntungan hasil investasi sebagai berikut: '

Jurnal LO dan Neraca

4

Tanggal Nomor Bukti KIOd; IiJraian Debit| Kredit
XXX XXX XXX Investasi Jangka Panjang XXX
Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaaan
XXX XXX
Daerah yang Dipisahkan|
- LO

Pada saat pernsahaan membagikan d1v1den, PA/KPA atau pejabat
yang diberi kewenangan membuat bukt1 memorial. Berdasarkan
bukti memorial tersebut fungsi akunltan31 PPKD akan membuat
jurnal penerimaan dividen sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

i
TanggalNomor Bukti Kode Uraian Debit{ Kredit
Akun 1
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
XX Inve.stasi‘ Jangka | XXX
Panjang ...
JumallLRA |
| Kode Lo, . .
TanggalNomor Bukti Uraian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
Pendapatan Hasill
XXX Pengeloaan Kekayaan XX
Daerah yang
Dipisahkan-LRA

c. Pelepasan Investasi
1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek
Pada saat dilakukan pelepasan
Bendahara Penerimaan PPKD menerima TBP, Berdasarkan TBP

ParafHioratd {1 tefsehUti-Pungsi_. Akuntansi PPKD
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TanggalNomor Bukti L{ES; :Uraian Debit| Kredit
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX Pendapatan ....- LO XXX
XXX Investasi Jangka Pendek XXX
Jumal LRA
.| Kode [, . .
TanggalNomor Bukti Uraian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan ... - LRA XXX

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Pada saat dilakukan pelepasan

investasi jangka panjang,

Bendahara Penerimaan PPKD menerima TBP, Berdasarkan TBP

tersebut Fungsi Akuntansi PPKD

membuat jurnal pelepasan

investasi sebagai berikut:
a) Investasi Permanen

Jurnal LO dan Neraca
.+ Kode L, . .
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX XXX |Kasdi Kas Daerah XXX
XXX Inve.staSI Jangka XXX
Panjang
Surplus Pelepasan|
XXX Investasi Jangka, XXX
Panjang-TLO
Jurnal LRA
, | Kode Lo, . .
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX XXX [ Pernbahan SAL XXX
Penerimz:lan Pembiayaan|
- Hasil Penjual X
Kekayaajn Daerah ya:;j
Dipisahkan
b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Jurnal LO dan Neraca
i
Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX XXX |Kasdi Kas Daerah XXX
Pazaf Herarki J/ Paraf Koorei[ i Investasi Jangka
sta | | [ Aot _ | [3K] | Penjang|Non Permanen XXX
;r[:.:mm ] L 2 Pemrakarsa 7 (Dana Bergulir)
't .
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Surplus Pelepasan

XXX Investas1 Jangka XXX
Pan_lang -LO

Jurnal LRA
TanggalNomor Bukti Kode |Uraian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX XXX | Pernbahan SAL XXX

Pengeluaran

XXX Pemblayaan -Dana XXX
Berguluj

d. Penyisihan Investasi

Pada saat akhir periode PA/ KPA‘ atau pejabat yang diberi
kewenangan menerbitkan bukti memor1a1 Berdasarkan bukti
memorial tersebut Fungsi Akuntansr PPKD akan membuat jurnal
penyisihan investasi-dana bergulir sebaga1 berikut:

Jurnal LO dan Neraca

1 Kode Lo, . .
Tanggal Nomor Bukti Akun }Jralan Debit|Kredit
XXX XXX XXX Beban Penyisihan Dana1 XXX
Bergulir .}.
Dana Bergulir
Diragukan Tertagih

Pada saat penerima dana bergulir tldak bisa melunasi piutangnya
atau mengajukan keringanan pemba}yaran PA/KPA atau pejabat
yang diberi kewenangan menerbitkan Keputusan Bupati atau
bukti memorial. Berdasarkan Surat E(eputusan Bupati atau Bukti
Memorial tersebut, Fungsi Akuntan31 PPKD membuat jurnal
keringanan pembayaran dana berguhr atau penghapusan dana
bergulir sebagai berikut:

K L, . .
Tanggal Nomor Bukti AIZS; llIralan Debit Kredlt
——— i
XXX XXX XXX Dana .Bergullr Diragukan| XXX
Tertagih l
XXX Investa_sii Dana XXX
Bergulir,.....

Parel thorord_|
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BAB XI
SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

A, UMUM
1. Definisi
a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
Pemerintah Kabupaten Pacitan | atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.
b. Kriteria pengakuan aset tetap sebagai berikut:
1) berwujud,
2) mempunyai masa manfaat lebih dar1 12 bulan,
3) biaya perolehan aset dapat dlukul| secara andal,
4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas,
dan
5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau

fungsinya dalam aktivitas operasi entltas Klasifikasi aset tetap

adalah sebagai berikut:

1. Tanah
Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang
dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam
kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap
digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan
untuk banginan, jalan, irigasi, dan Jarmgan

2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin adalah unit | peralatan dan mesin yang
mempunyai masa manfaatnya lebih dan 12 (dua belas) bulan dan
dalam kondisi siap digunakan serta n11a1 perolehan awalnya tidak
kurang dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satuan
barang.

3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan adalah unit igedung dan bangunan yang
dibeli atau dibangun dengan miaksud untuk diginakan dalani
kegiatan operasional Pemerintah | Kabupaten Pacitan atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap
digunakan serta nilai perolehan awalnya tidak kurang dari
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta ruplah) per satuan barang.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah unit jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah
dan dalam kondisi yang siap dlgunakan

5. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya adalah aset| tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang

—

diperoleh—dan”_ dimanfaatkan untuk kegiatan operasional

el [t
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6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum
selesai dibangun seluruhnya. Kénstruks1 dalam pengerjaan
mencakup tanah, peralatan dan mesm gedung dan bangunan,
jalan, irigasi dan jaringam, serta aslet tetap lainnya yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu
periode waktu tertentu dan belum selesai.

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara
lain adalah:

1.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Dalam sistem akuntansi Aset Tetap, Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kewenangan bertugas:

a. melakukan otorisasi bukti memorial;

b. mengajukan rencana kebutuhan barang,

¢. melakukan pengamanan dan pemellllaraan barang;

d. inventarisasi barang milik daerah;

e. menyusun Laporan Barang Semester{m dan Tahunan; dan

f. menandatangani laporan keuangan SKPD.

Pengelola Barang

Dalam sistemm akuntansi aset tetap,| pengelola barang bertugas
menyiapkan dan menyampaikan usulan penghapusan aset tetap.
Penyimpan Barang/Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, penyimpan barang/pengurus

‘barang bértugas meényiapkan dan | ményampaikan dokumeén-

dokumen atas pengelolaan aset tetap.
Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD
Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas
menyidpkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi
tunai yang berkaitan dengan aset tetap.
Pejabat Pembuat Komitmen

Dalam sistern akuntansi aset tetap, pejabat pembuat komitmen
bertugas menyiapkan dan menyampa;ikan dokumen atas béban
pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan
keuangan SKPD bertugas melakukan proses akuntansi aset tetap
yang dimulai darijurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset
tetap antara lain adalah:

1. Bukti Belanja/Pembayaran GU/TU Aset Tetap

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan ;jumal
pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran
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2. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan
Dokumen ini merupakan dokumen sufnber untuk melakukan jurnal
atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran LS/GU/TU.

3. SP2DLS
Dokumen ini merupakan dokumeén| sumber untuk pengakuan
belanja modal dengan cara pembayaran LS.

4. Usulan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Aset
Dokumen ini mempakan dokumen] sumber untuk pengakuan
reklasifikasi aset tétap menjadi aset lalnnya

5. Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset
Dokumen ini mempakan dokumen| sumber untuk pengakuan
penghapusan aset tetap.

D. JURNAL STANDAR
Pada saat SKPD melakukan pembelian aset tetap dengan
menggunakan mekanisme LS, PPK SK:PD menerima Berita Acara
Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima. Berdasarkan Berita
Aeara Penerimaan Barang atau Berita Aeara Serah Terima tersebut PPK
SKPD membuat jurnal pengakuan aset tetap sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca |

| Kode L . .
Tanggal Nomor Bukti Akun Ulralan Debit| Kredit
XXX XXX XXX Aset Tetap .... XXX
XXX Utang Belanja Modal .... XXX

Pada saat pembayaran perolehan aset tetap, SKPD menerima SP2D LS.
Berdasarkan SP2D LS tersebut PPK SKPD akan membuat jurnal sebagai
berikut:

Jumal LO dan Neraca

TanggalNomor Bukti Kode Ulraian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX XXX | Utang Belanja Modal .... | XXX
XXX RK PPKD | XXX
Jurnal LRA
TanggalNomor Bukti Kode UlLaian Debit|Kredit
Akun |
XXX XXX XXX | Belanja Modal .... XXX
XXX Pernbahan SAL XXX

Pada saat pembelian aset tetap dllakukan dengan mekanisme
UP/GU/TU, Bendahara pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
menerima bukti pembayaran (bukti belanjanya) Berdasarkan bukti
tersebut, PPK SKPD akan membuat Jurnal pengakuan aset sebagai
berikut:

Paraf Hiorer'd l/ Para! Krrdinos)

Satda f/ o e J— :“']"_['

k| b FOPo izt I)H

tn -
Fteg L/ Faiezd _

Ftm e 65




E.

Jumnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX Aset Tetap .. XXX
XXX Kas d1 Bendahara XXX
Pen geluaran
Jurnal LRA
Tanggal { Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit [Kredi
XXX XXX XXX Belanja Modal .... XXX
XXX Perubahan SAL XXX

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL
Suatu pengeluaran setelah perolehan awal atau pengeluaran renovasi
akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagal berikut:

1.

W N

5.

Menambah manfaat ekonomi atas jaset tetap yang dipelihara

yang dapat berupa:

a. bertambah ekonomis/efisien,

b. bertambah umur ekonomis,

c. bertambah volume, dan/atau

d. bertambah kapasitas produksi.

Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin.

Nilai rupiah pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap tersebut

melebihi batasan minimal kapitalisasi aset sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin lebih dari atau sama dengan Rp 500.000,00

b. Gedung dan Bangunan lebih dari atau sama dengan
Rp 50.000.000,00

c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan
terhadap pengeluaran untuk tanahl jalan/irigasi/jaringan, dan
aset tetap lainnya bernpa buku dan perpustakaan serta barang
bercorak kebudayaan.

.- Pengeluaran setelah perolehan untuk aset tetap laintya tidak

dikapitalisasi kecuali buku dan perpustakaan serta barang bercorak
kebudayaan.
Dianggarkan dalam belanja modal.

Pada saat SKPD melakukan renovasi a‘set tetap yang menambah
manfaat ekonomi dan biaya renovasinya telah melebihi satuan minimum
kapitalisasi dengan menggunakan mekamsme LS, PPK SKPD menerima
Berita Acara Penerimaan Barang atau Benta Acara Serah Terima.
Berdasarkan Berita Acara Petierimaan Barang atau Berita Aeara Serah
Terima tersebut PPK SKPD membuat Jurnal pengakuan aset tetap
sebagai berikut:

- Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akim Uraian Debit [Kredit
Aset Tetap |... XXX
Utang Belanja Modal .... XXX
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Pada saat pembayaran, SKPD menerima |SP2D LS. Berdasarkan SP2D
LS tersebut PPK SKPD akan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun iUraian Debit [Kredit]
XXX XXX XXX | Utang Belanja Modal .... XXX
XXX RK PPKD XXX
Jurnal LRA l
Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit [Kredi
XXX XXX XXX | Belanja Modal .... XXX
XXX Pernbahan SAL XXX

Pada saat SKPD melakukan renovasi aset tetap yang menambah
manfaat ekonomi dan biaya renovasinya telah melebihi satuan minimum
Bendahara
Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD menerima
SP2D atau dokumen yang dlpersamakan Berdasarkan SP2D atau
dokumen yang dipersamakan tersebut, PPK SKPD membuat jurnal
kapitalisasi sebagai berikut: '

kapitalisasi

dengan menggunakan mekamsme

Jurnal LO dan Neraca

GU,

Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX Aset Tetap ... XXX
XXX Kas C}l Bendahara XXX
Pengeluaran
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX Belanja Modal .... XXX
XXX Perubahan SAL XXX

F. PELEPASAN ASET TETAP
Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset
tetap yang dapat diikuti dengan proses |pemindahtanganan, seperti
pemusnahan aset tetap, penjualan, tukar-menukar, hibah, maupun
penyertaan modal.
Pada saat penghapusan aset tetap denga}n pemusnahan, penjualan,
tukar-menukar, hibah, maupun penyertaan modal, PPK SKPD akan
membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan Usulan Sekretaris
Daerah tentang Penghapusan Aset Tetap. I?erdasarkan bukti memorial
tersebut PPK SKPD akan terlebih dahulu melakukan reklasifikasi
dengan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit [Kredi
Pl e ) | XXX Koordin] S ;(XX‘, Akumulasi Penyusutan ..., | XXX
Sxkda A\ |ipisen— - 4 | Aset Lainnya XXX
et | fja Peiraisd z?xx Aset Tetap .... XXX
!:;br.g TF'DTar'rLZI \ __l
Hewm _—=
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Setelah dilakukan proses reklasﬂikasx oleh SKPD, jika SKPD
menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD pada saat pelimpahan
aset ke PPKD, PA/KPA atau pejabat yang' diberi kewenangan membuat
Berita Acara Serah Terima Barang (mutasi). Berdasarkan Berita Acara
Serah Terima Barang (mutasi) PPK SKPD akan membuat bukti memorial
dan akan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akt Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX |RKPPKD | XXX
XXX Aset Lainnya XXX

Pada saat menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi
PPKD menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debhit [Kredit]
XXX XXX XXX Aset Lainnya XXX
XXX RK SKPD, XXX

1. Pemusnahan Aset
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset
Tetap, fungsi akuntansi PPKD membﬁat jurnal pemusnahan aset
tetap sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Defisit Penghapusan Aset XXX
Non Lancar
XXX Aset Lainnya XXX

Apabila Aset Tetap yang telah dlreklas ke Aset Lainnya tidak
diserahkan ke PPKD, maka berdasarkan Keputusan Bupati tentang
Penghapusan Aset Tetap, PPK SKPD akan membuat bukti memorial
dan akan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit Kredit
A
XXX XXX XXX Defisit Penghapusan set] XXX
Non Lancar
XXX Aset Lainnya XXX

2. Penjualan Aset
Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti
transaksi penjualah dan TBP, Fungsi Akiihtansi SKPD-PPKD

menjurnal;
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Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | Nomor Bukti {Kode Akun Uraian Debit Kredi
XXX XXX XXX Kas . qi Bendahara XXX
Penerimaan
Hasil Penjualan  Aset|
Daerah yang Tidak
XXX Dipisahklan-LO/ Hasil XXX
Penjualan Aset Lainnya-
LO
Atau
Jurnal LO atau Neraca
Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX Aset Lainnya XXX
Surplus Penjualan Aset
XXX Non Lancar* XXX
* Apabila kas hasil penjualan lebih besar dari pada nilai aset lainnya
yang dijual
Atau
Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit {Kredit
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX | Defisit penjualan Aset Non XXX
Lancar** |
XXX Aset Lainnya XXX
**Apabila kas hasil penjualan lebih besar dari pada nilai aset lainnya
yang dijual
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit Kredi
XXX XXX XXX | Perubahan SAL XXX
Hasil Penjualan Asetﬁ
Daerah ) yang Tidak
XXX Dipisahkan-LRA/  Hasil XXX
Penjualeml Aset Lainnya-
LRA

3. Tukar-Menukar

Pada saat telah terjadi tukar-menuka

r aset lainnya oleh PPKD,

berdasarkan bukti transaksi tukar-mienukar, Fungsi Akuntansi
SKPD-PPKD menjurnal:
a. Apabila terjadi keuntungan dan menerima tambahan kas

Jurnal LO atau Neraea

Tanggal | Nomor Bukti |{Kode Akun Uraian Debit [Kredit]
XXX XXX XXX |Aset Tetap (baru)** XXX
XXX. IRKPPKD | XXX
=1 ,F""'——F’—'_Ef—::“ XXX Aset Lainnya XXX
L N .4 Surplus Penjualan Aset
[ B R~ =arar N B § §, ¢ XXX
— \_& Soeoe ' Non Lancar*

. & SCliSih'an'tara'n
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** Harga pasar aset lama dikurangi kas

Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Bukti |{Kode Akun Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
Hasil Penjualan Aset
, Daerah yang Tidak
XXX Dipisahkan-LRA/  Hasil XXX
Penjuala;z Aset Lainnya-
LRA
b. Apabila terjadi keuntungan dan mengeluarkan kas
Jurnal LO atau Neraca l
Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX |Aset Tetap (baru)** XXX
XXX RK PPKD XXX
XXX Aset Lainnya XXX
Surplus | Penjualan Aset
XXX Non Lanci:ar* XXX

* Selisih antara nilai aset lainnya dengan harga pasar aset

lainnya

** Harga pasar aset lama ditambah kas

Jummal LRA
Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit [Kredit;
XXX XXX XXX Belanja Modal.... XXX
XXX Perubahan SAL XXX
c. Apabila terjadi kemngian dan menerima kas
Jurnal LO atau Neraca
Tanggal | Nomor Bukti {Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX |Aset Tetap (baru)** XXX
XXX Defisit Penjualan Aset Non XXX
Lancar* |
XXX RK PPKD | XXX
XXX Aset Lamnya XXX

lainnya

** Harga pasar aset lama dikurangi kas

* Selisih antara nilai aset lainnya dengan harga pasar aset

Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX |Pernbahan|SAL XXX
Hasil Penjualan  Aset]
Daerah yang Tidak
XXX Dipisahkan-LRA/  Hasil XXX
Peref Hierard / faref Voordings - I:%':"I-]-.].-lialaIjl Aset Lalhhy a-
Sokda ‘/ Asiston | e f: E—.! LRA
E;fpm , tt FD Pomrzkarea /
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d. Apabila terjadi kerugian dan mengeluarkan kas

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit Kredit,
XXX XXX XXX [Aset Tetap (baru)** XXX
XXX Defisit Penjualan Aset Non XXX
Lancar*
XXX RK PPKD XXX
XXX Aset Lainnya XXX

* Selisih antara nilai aset lainnya dengan harga pasar aset

lainnya

** Harga pasar aset lama ditambah kas

Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX |Belanja Modal.... XXX
XXX Pernbahan SAL XXX

4. Hibah Aset

Pada saat telah terjadi proses hlbah aset lainnya oleh SKPD,
berdasarkan berita acara serah terima hibah, Fungsi Akuntansi

SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit [Kredi
XXX XXX XXX |Beban Hibah XXX
XXX Aset Lainnya XXX

S. Penyertaan Modal

Pada saat telah terjadi proses penyertaan modal aset lainnya oleh

PPKD, berdasarkan bukti transaksi |penyertaan modal, Fungsi
Akuntansi PPKD menjurnal:
Jurnal LO atau Neraca
Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX |Investasi.... | XXX
XXX Aset Lainnya XXX
Forof Koomuineed _:
v
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A. UMUM

1.

BAB XII
SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN
AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

Definisi
a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
manfaat asét yang bersangktitan.
b. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus
(straight line method).

Klasifikasi
Penyusutan aset tetap dlklasﬂlkamkan berdasarkan pada
karakteristik aset yang disusutkan sebaga1 berikut:

. Disusutkan/
Kelompok Jenis Tidak Disusutkan

Aset Tetap Tanah l Tidak Disusutkan

Peralatan dan Mesin | Disusutkan

Gedting dan Bangunan | Disusutkan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Disusutkan

Aset Tetap Lainnya* 1 | Tidak Disustitkan

Konstruksi dalam Pengerjaan | Tidak Disusutkan

* kecuali Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem Iakuntansi penyusutan dan
amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud antara lain adalah:

1.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang diberi
kewenangan berttigas:

a. melakukan otorisasi bukti memorial;

b. menyusun Laporan Barang Semesteran dan Tahunan; dan

c. menandatangani laporan keuangan SKPD

. Penyimpan Barang/Pengurus Barang SKPD

Dalam sistem akuntansi penyusutan| dan amortisasi, pengurus
barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak
berwujud.

. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Dalam sistem aktuntansi penyusutap dan amortisasi, pejabat
penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses
akuntansi penyusutan yang dimulai dari jurnal hingga penyajiannya
laporan keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
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D. JURNAL STANDAR

Beban penyusutan dan amortisasi dijurnal setiap akhir periode. Setiap
penyusutan akan dijurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca
Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit Kredit]
Beban 1
XXX . .
XXX XXX Penyusutan /Amortisasi .... XXX
Akﬁmula§i Pényiistitan /
Amortisasi

XXX XXX

Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi penyusutan
yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti
layaknya beban lainnya, beban pen'yusutan/beban amortisasi
merupakan akun nominal yang pada alduir periode harns ditutup
sehingga saldonya nol di setiap awal periode, sedangkan akumulasi
penyusutan dan amortisasi akan dilaporkqn dalam neraca. Akumulasi
penyusutan dan amortisasi mernpakan akun riil sehingga angkanya
tidak akan pernah ditutup di akhir tahun.

Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari
penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah
dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amomsa31 menjadi pengurang
aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan
aset tetap/aset tidak berwujud yang telah d1kurang1 dengan akumulasi
penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai buku (book value) aset
tetap/aset tidak berwujudnya tersebut.

Pmm%ﬁ?/ Poral Koordinai 0 i
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BAB XIII
SISTEM AKUNTANSI DANA CADANGAN

A, UMUM
1. Definisi
Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang
tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun‘, anggaran.

2. Klasifikasi |
Dana cadangan menurut kelompok, jenis dan kewenangannya dapat

dilihat sebagai berikut:

Kelompok Jenis | Kewenangan
Dana Dana Cadangan | Pembangunan PPKD
Cadangan Jembatan

Dana  Cadangan | Pembangunan PPKD
Gedung

Dana  Cadangan | Pembangunan
Waduk PPKD
Dana Cadangan Pemilihan Bupati PPKD

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan antara
lain PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD jatau pejabat yang diberi
kewenangan. '
1. PPKD

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas:

a. menandatangani laporan keuangan‘ PPKD sebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
fungsi akuntansi PPKD;

b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

2. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi dana cadangan Fungsi Akuntansi PPKD

memiliki tugas sebagai berikut:

a. mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti-
bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum,;

b. memposting jurnal-jurnal transak31/ke_]ad1an Dana Cadangan ke
dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek);

c. membuat laporan keuangan, yang tel"dm dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Pernbahan
SAL (LPSAL), Laporan Pernbahan Ekultas (LPE), Laporan Arns Kas
(LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
Dokumen yang digunakan dalam sistem|akuntansi dana cadangan
antara lainnya:
1. Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan,
2. dp mw@_ perr'1,mdahan dari rekenmg kas umum daerah ke

Barci o] fidana cadangan;

Seia 3 doléﬁ';ﬁcn perintah p?ncau‘an dari dana cadangan ke rekening kas

n.daerah;

PD Ta"kz.ll
-_______._——-"-'_—_-
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4. SP2D LS sebagai dokumen pencairan pelaksanaan kegiatan;
5. nota kredit hasil pengembangan dana cadangan, dan/atau
6. dokumennya.

D. JURNAL STANDAR
1. Pembentukan Dana Cadangan
Pada saat pembentukan dana cadangan, Bendahata Penerimaan
SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima SP2D LS.
Berdasarkan SP2D LS tersebut ﬁlngsl akUntansi PPKD membuat
jurnal pembentukan dana cadangan sebagal berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX |[Dana Cadangan XXX
XXX Kas di Kas Daerah XXX
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit Kredi
Pengeluaran Pembiayaan -
XXX XXX XXX {Pembentukan Danal XXX
Cadangan i
XXX Perubahan SAL XXX

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan misalnya bermnpa jasa
giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau
dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil| pengelolaan tersebut dicatat
oleh fungsi akuntansi PPKD sebagai |Pendapatan-LRA dalam pos
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana
Cadangan. Aklun dana cadangan dan f)enempatan dalam portofolio
dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

Jurnal Standar-Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
Jurnal LO dan Neraca (

Tanggal | Nomor Bukti jKode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX (Dana Cadangan XXX
Lain-lain PAD yang Sah -
XXX Jasa Glro /Bunga Dana XXX
Cadangan{ LO

Jurnal LRA i

Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit Kredi
XXX XXX XXX [Permnbahan SAL XXX
Lain-lain PAD yang Sah -
XXX | Jasa Giro/Bunga Dana XXX
Cadangan‘,— LO
Peraf Hiorerd 17 Paraf Ksorginasi
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3. Pencairan Dana Cadangan
Apabila dana cadangan telah memenuhx pagu anggaran untuk
kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah
pemindahan buku dari Akun Dana Cada.nga.n ke Rekening Kas
Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan Berdasarkan surat
perintah pemindahan buku tersebu|t Fungsi Akuntansi PPKD
membuat jurnal pencairan dana cadangan sebagai berikut

Jumal LO dan Neraca I

Tanggal | Nomor Bukti {Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX |Kas di Kas Daerah XXX
XXX Dana Cadangan XXX
Jurnal LRA l
Tanggal | Nomor Bukti {Kode Akun Uraian Debit [Kredit)
XXX XXX XXX {Perubahan SAL XXX
: Penenmaan Pembiayaan
XXX Pencau'an Dana1 XXX
Cadangan

Dana cadangan yang sudah cair akan digunakan pada program
kegiatan di SKPD pelaksana. Proses penggunaan dan pencatatan

dana cadangan pada SKPD mengacu
akuntansi belanja.
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BAB XIV
SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM
1. Definisi
Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset
tetap dan dana cadangan.

2. Klasifikasi
Di dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai

berikut:

Kelompok Jenis Kewenangan
Tagihan Jangkal Tagihan Penjualin Angsuran | PPKD
Panjang

Tuntutan Ganti Kerugian! PPKD
Daerah
Kemitraan dengan| Kerjasama Pemanfaatan PPKD/SKPD
Pihak Ketiga
Bangun Guna Serah PPKD/SKPD
Bangun Serah Guna PPKD /SKPD
Sewa | PPKD/SKPD
Pinjam Pakai | PPKD /SKPD
Kerjasama Penyediaan| PPKD/SKPD
Infrastruktur I
Aset Tidak Berwujud | Goodwiill | SKPD
Lisensi Dan Frenchise SKPD
Hak Cipta 1 SKPD
Paten | SKPD
Royalti 1 SKPD
Software; i SKPD
Hasil Kajian/Penelitian Yang SKPD
Memberikan Manfaat Jan
Panjang
Aset Tak Berwujud Dalam|SKPD
Pengerjaan
Aset Tidak Berwujud Lainnya | PPKD/SKPD
Aset Lain-lain Barang Rusak Dalam Proses| PPKD/SKPD
Penghapusan
Catatan Ada Barang Tidak| SKPD
Ada (CABTA)
Kas Yang Dibatasi PPKD/SKPD
Penggunaannya

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Pihak-Pihak Terkait Pada SKPD
Perel her“z‘;aFl)l spihakiiyang: ter t yaitu Pe_]abat Penatausahaan Keuangan
ot FDM(PPK SKPDJ_d: Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara
- » ‘ﬂgeluaranl Pemhﬂ'ltu\ SKPD dan | Pengguna Barang/Kuasa
4Pe gguna-Barangj

l'u lufk«l . \
_._.._____-_.-————-‘ ;
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a.

PPK SKPD

PPK SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tigas

sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-
bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) memposting ;jurnal-jurnal transafcsi/kejadian aset lainnya ke
dalam Buku Besar masing-masinglakun (rincian obyek);

3) membuat laporan keuangan, _%/ang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan
Pernbahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

. Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu

SKPD

Bendahara Pengeluaran SKPD / Bendahara Pengeluaran Pembantu
SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi yang terkalt dengan proses pelaksanaan
sistem akuntansi aset lainnya ke PPK SKPD.

. Péngguna Barang/Kuasa Pengglina B’ar'ang

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang memiliki tugas sebagai berikut:

1) menandatangani laporan barang| SKPD sebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
Fungsi Akuntansi PPKD;

2) menandatangani surat pernyataan tanggung ;jawab Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang.

2. Pihak-Pihak Terkait pada PPKD
Pihak-pihak yang terkait atas sistem akuntan31 aset lainnya yaitu
Fungsi Akuntansi PPKD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD).

a.

b.

Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian aset |lainnya berdasarkan bukti-
bukti transaksi yang sah ke Buku J{urnal Umum;

2) memposting :jurnal-jurnal transak31/ke_]ad1an aset lainnya ke
dalam Biiklt Besar masing-masing akun (rincian obyek);

3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan| Perubahan Saldo Anggaran
Lebih (LPSAL), Laporan Operaswnal (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK),
dan Laporan Arus Kas.

PPKD

Untuk sistem akuntansi aset lainnya, PPKD mempunyai tugas

menandatangani laporan keuangan }PPKD sebelum diserahkan

dalam prosés peénggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
fungsi akuntansi PPKD.
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C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
1. Dokumen pada SKPD

Dokumen yang terkait dengan sistem

SKPD sebagai berikut:
a. izin dari pemegang HaKI;

b. dockumen HakKI;
“¢. surat usulan penghapusan; dan/atau
d. dokumen yang dipersamakan.

2. Dokumen pada PPKD
Dokumen yang terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya pada
PPKD sebagai berikut:
a. Kontrak;

b. Perjanjian Penjualan Secara Angsuran;

c. Berita Acara Penjualan;
d. Keputusan Pembebanan;

e. Perjanjian Kerjasama-Pemanfaatan;
f. Perjanjian Kerjasama-BOT;
g. Berita Acara Serah Terima;
h. Peraturan Bupati (Peraturan Bupati);

i. SP2D; dan/atau;

j. dokumen yang dipersamakan.

D. JURNAL STANDAR
1. Jurnal Standar pada SKPD

a. Akuntansi Aset Lainnya pada SKPD

akuntansi aset lainnya pada

Prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPD meliputi pencatatan
dan pelaporan akuntansi atas transakm transaksi yang terkait
dengan aset lainnya bernpa aset tidak berwujud dan aset lain-lain
1) Aset Tidak Berwujud
Pada saat aset tidak berwujud SKPD telah diterima dan siap
digunakan oleh SKPD, maka SKPD menerima Berita Acara

Serah Terima,
Berdasarkan dokumen tersebut,

SP2D/Dokumen

yang

persamakan.
maka PPK SKPD akan

mencatat perolehan aset tidak Bemujud tersebut dengan
membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti {Kode Akun Uraian Debit [Kredit]
XXX XXX XXX |Aset Tidak Berwujud XXX
XXX Utang Belanja...... XXX

Pada saat dilakukan pembayaran; atas perolehan aset tidak
berwujud tersebut, SKPD akan menenma SP2D. Berdasarkan
SP2D, PPK SKPD akan membuat Jumal pelunasan utang atas

aset tak berwujud sebagai berikut:
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Jurual LO dan Neraca (menggunakan mekanisme LS)

Tanggal| Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit [Kredit]
XXX XXX XXX {Utang Belanja....... XXX
XXX RK PPKD XXX
Jurual LO dan Neraca (menggunakan mekanisme GU/TU)
Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX {Utang Belanja.... XXX
XXX Kas (1211 Bendahara XXX
Pengeluaran
Atau

Jurual LO dan Neraca (menggunakan mekanisme GU/TU tanpa
pengakuan utang}

Tanggal | Nomor Bukti {Kode Akun Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX jAset Tidak Berwujud XXX
XXX Kas ql Bendahara, XXX

Pengeluaran
Jurual LRA i

Tanggal| Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit [Kredit]

XXX XXX XXX |Belanja Barang/Jasa... XXX
XXX Perubahan SAL XXX

2} Aset Lain-Lain
Pada saat aset tetap rusak atau |dihentikan penggunaannya,
SKPD akan menerima catatan pengurus barang terkait aset
tetap yang sudah dihentikan plenggunaannya atau rusak.
Berdasarkan catatan pengurus barang, PPK SKPD membuat

bukti

memorial yang diotorisasi

Pengguna Anggaran dan

membuat jurual reklasifikasi aset tetap sebagai berikut:

Jurtiai LO dan Neraea

Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit Kredit]
XXX XXX XXX |Aset Lain-lain....... XXX
XXX jAkumulasi Penyusutan..... XXX

XXX Aset Tetap ..... XXX

2. Jurual Standar pada PPKD
a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan

jangka panjang

terdiri | dar

tagihan penjualan

angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran me{xggambarkan jumlah yang
dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara
angsuran kepada pegawai/Bupati pemermtah daerah. Contoh
_ taglhin__p_egjgglan angsuran antara lain adalah penjualan

aset

kendaraamnt rperor
psstorimaly. goldn alh-l I kepada pegawai.

FDPeBarang mi‘l' dacrah yang dipindahtangankan/dijual adalah

tétap

l yaﬁ dikuasai oleh

gan dinas kepada Bupati dan penjualan

SKPD. Sebelum proses
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dipindahtangankan/dijual, SKPD “menghapus” dari
pembukuannya dengan mekanisrﬁe SKPD akan menyerahkan
aset tersebut kepada PPKD. PPKD menerima penyerahan aset
yang hendak dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset
tetap/barang milik daerah yang akan dijual dengan melakukan
jurnal sebagai berikut:

Fungsi Akuntansi PPKD
Jurnai LO dan Neraea!
Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit Kredit
Aset Tetap - Kendaraan
XXX XXX XXX Perorangaﬁl Dinas /| XXX
. |Gedung dan Bangunan
XXX RK SKPD XXX
XXX Akumulasi  Penyusutan XXX
PPK SKPD
Jumal LO dan Neraca:
Tanggal | Nomor Bukti {Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX {RKPPKD | XXX

XXX |Akumulasi Penyusutan ..... XXX
Aset Tetap - Kendaraan
XXX Perorangan Dinas [/ XXX
Gedung dan Bangunan

Selanjutnya, ketika PPKD melakukan penjualan aset ini secara
angsuran, maka fungsi akuntansi |PPKD akan membuat jurnal
pengakuan tagihan penjualan angsuran sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal| Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit Kredit!
XXX | XXX xxx |ragthan Angsuran yyx
Penjualan
XXX |Akumulasi Penyusutan ..... XXX
Surplus Pen_]ualan Aset
XXX Kendaraan Perorangan XXX

Dinas /' Gedung dza.n1
Bangunan - LO

Aset Tetap - Kendaraan
XXX Perorangan Dinas / XXX
Gedung dan Bangunan

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang
maka setiap akhir tahun Fung31 Akuntansi PPKD akan
melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan
jatuh tempo dalam satu tahun keI depan. Berdasarkan bukti
memorial, fung51 akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi
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Jurnal LO dan Neraca

Tanggal| Nomor Bakti |Kode Akun Uraian DeDbit [Kredit
Bagian Lancar Tagihan
Penjualan| Angsuran A
XXX XXX XXX XXX
Kendaraan Dinas / Rumah
Dinas
XXX Tagl.han l Angsuran XXX
Penjualan

Jika pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran, maka
fungsi akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX [Kas di Kas'Daerah XXX
Bagian lI.,ancar Tagihan
Penjualan Angsuran - XXX
Kendaraan  Dinas  /
Rumah Dinas
Jurnal LRA
Tanggal | Nomor Bukti {Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX [Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan- Angsuran/ XXX
Cicilan PenJualan

|

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 1<5 Tahun 2006 tentang BPK,
ganti kerngian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat
dinilai dengan uang yang hamms dikembalikan kepada daerah
oleh seseorang atau badan yangltelah melakukan perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Pada saat putusan Pembebanan dan/atau dokumen yang
dipersamakan diterbitkan. Berdaisarkan dokumen tersebut, -
fungsi akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan
tagihan tuntutan kerngian daerah sebagal berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit [Kredi
Tuntutan Gantl Kerngian
XXX XXX XXX |Daerah terhadap Pegawai XXX

Bukan Bendahara
Pendapatan Tuntutan|
Ganti Kernglan Daerah|

XXX
terhadap \Pegawai Bukan
Bendahara - LO
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Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset non lancar,
atau piutang yang sifatnya jangk’a panjang. Untuk mengakui
piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan,
fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi di setiap
akhir tahun dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit [Kredit]
Bagian Lancar Tuntutan
_ Ganti Keruglan Daerahl
AXX terhadap Pegawal Bukan)|
Bendahara
Tuntutan Ganti Kerugian|
XXX Daerah terhadap Pegawal XXX
Bukan Bendahara
Ketika diterima pembayaran d:cxri pegawai yang terkena
kasus TGR ini, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:
Jurmnal LO dan Neraca
Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit [Kredit]
XXX XXX XXX Kasdi Kas!Daerah XXX
Bagian Lancar Tuntutan
Ganti Keruglan Daerah|
XXX X
terhadap | Pegawai Bukan| XX
Bendahara
*) Jumal ini dibuat setiap bulan saat ada transaksi pembayaran
cicilan TGR
Jurnal LRA
Tanggai | Nomor Bukti [Kode Akun ~ Uraian Debit [Kredit]
XXX XXX XXX |Pernbahan SAL XXX
Pendapat.;an Tuntutan
% Ganti Kemgian Daerah
terhadap | Pegawai Bukan,
Bendahara-LRA

. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang

dimilikinya, pemerintah daerah
kemitraan dengan pihak lain | dengan
menguntungkan  sesuai  Peraturan

Kemitraan ini bisa bernpa:

1} Kemitraan dengan Pihak Ketiga—Sewa

Pada

saat

terjadi

perjanjian

!diperkenankan melakukan
prinsip
Pernndang-undangan.

saling

kerjasama/kemitraan

ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi akuntansi PPKD akan
membuat jurnal reklasifikasi aset tetap sebagai berikut:
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Jurnal LO dan Neraca
Tanggal | Nomor Bukti {Kode Akun Uraian Debit [Kredit]
Ke@trami dengan Pihak XXX
Ketiga — Sewa Tanah ....
XXX Aset Tetap - Tanabh .... XXX

Pada saat PPKD menerima hasil ‘dari kerjasama berupa uang
sewa, maka PPKD akan menerima Nota Kredit. Berdasarkan
Nota Kredit yang diterima dari B'ank, fungsi akuntansi PPKD
akan menjurnal:

XXX XXX XXX

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit [Kredit]
XXX XXX XXX {Kas di Kas Daerah XXX
Hasil dari Pemanfaatan
XXX Kekayaaﬂ Daerah - Sewa- XXX
LO
Jurnal LRA 1
Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit [Kredit,
XXX XXX XXX |Pernbahan SAL XXX
Hasil dari Pemanfaatan
XXX Kekayaaﬂ Daerah - Sewa] XXX
- LRA
Pada masa perjanjian keqasama berakhir, aset

keérjasama/kentitraan hariis dlkemballkan képada Péniérihtah
Daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi
akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti (Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX xxx |Aset Tetap - Tanahy, .
Lapangan Olahraga

Kemitraan dengan Pihak

Ketiga — Sewa Tanah

2) Kemitraan dengan Pihak Ketlga-PmJam Pakai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan
bahwa pinjam pakai adalah penylerahan penggunaan barang
antara Pemerintah Pusat dengan P|emerintah Daerah dan antar
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada pengelola.

Pada saat_perianjian kemitraan- Pm_]am Pakai ditandatangani
Parat Hierarki_} Poleh’kedua IElhak fungsi akuntanm PPKD akan membuat jurnal
Aeizen _.reklasﬁll?,s aszlat tetap sebagai berikut:
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Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit [Kredit
| Kemitraan/| dengan Pihak
XXX XXX XXX |Ketiga -| Pinjam Pakai XXX
Tanabh.....
XXX Aset TeTap - Tanah ...... XXX
Pada masa  perjanjian kerlasama berakhir, aset

kerjasama/kemitraan harus dlkembahkan kepada Pemerintah
Daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi
akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jumal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akum Uraian Debit [Kredi
XXX XXX XXX | Aset Tetap|- Tanah ...... XXX
X Kemitraan dengan Pihal XXX
Ketiga — Pinjam Pakai

3) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer — BOT)
|

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah imenyebutkan Bangun Guna
Serah yang selanjutnya diangkat BGS adalah pemanfaatan
tanah dan/atau bangunan milik Pemermtah Daerah oleh Pihak
Ketiga  membangun bangunan siap pakai dan/atau
menyediakan, menambah saranailain berikut fasilitas diatas
tanah dan/atau bangunan tersebut dan mendayagunakannya
selama kurun waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka
waktu berakhir menyerahkan kemball tanah dan bangunan
dan/atau sarana lain berikut fasﬂltasnya tersebut kepada
Pemerintah Daerah.

Pada saat aset diserahkan oleh {pemerintah daerah kepada
pihak ketiga/investor, maka PPKD|akan menerima Bukti Acara
Serah Terima. Berdasarkan Bukt1 Acara serah terima, fungsi
akuntansi PPKD akan membuat Jumal penyerahan BGS/BOT
sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti (Kode Akun Uraian Debit [Kredit
Kemitraan | dengan Pihak
XXX XXX XX Ketiga - Bangun Guna
Serah /BGS (BOT) atas
Tanah......
XXX Aset Tetap — Tanah..... XXX

4) Bangun Serah Guna-BSG (Build, Transfer Operate-BTO)

Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah

pemadtifaatan—tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah
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J
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e v FDPbangunan |sép pakai dan/atau| menyediakan/ menambah
I '
s ? PO Torst i o
Huim ‘




sarana lain berikut fasilitas dlatas tanah dan/atau bangunan
tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan
kepada daerah untuk kemudian oleh pemerintah daerah tanah
dan bangunan siap pakai dan/atau sarana lain berikut
fasilitasnya tersebut diserahkan ]kembah kepada pihak lain
untuk didayagunakan selam kurun waktu tertentu.

Pada saat penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada
pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah
daerah untuk melakukan pémbayaran kepada pihak
ketiga/investor atau dengan bag1 hasil, maka PPKD akan
menerima Bukti Acara Serah Tenma Berdasarkan BAST

tersebut, fungsi akuntansi PPKD akan membuat jurnal
penyerahan BSG/BTO sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit [Kredit
Kemitraan | dengan Pihak
Ketiga -~ {Bangun Serah
XXX XXX XXX Guna/BSG (BTO) atas XXX
Tanabh...
XXX Aset Tetap — Tanah.... XXX
Utang Jangka Panjang
XXX Lainnya i— Utang kepadaj XXX
Pihak Ketiga BSG/BTO...

¢. Aset Tidak Berwujud
Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, PPKD akan menerima
bukti SP2D. Berdasarakan SP2D ters‘ebut maka fungsi akuntansi
PPKD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud sebagai
berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal { Nomor Bukti |[Kode Akun) Uraian Debit [Kredit

XXX XXX XXX Aset Tidak Berwujud— XXX

‘ Software
XXX Kas di Kas Daerah XXX
Jurnal LRA \

Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit [Kredit

XXX XXX XXX Belanja Barang dan Jasa - XXX

Konsultan31- Software

XXX Perubahan SAL XXX

Pada saat akhir periode akuntansi 'PPKD akan membuat bukti
memorial atas amortisasi aset tak berwu_lud Berdasarkan bukti
memorial tersebut, maka fungsi akuntanm PPKD akan membuat

—..jurnal.
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Jurnal LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX Beban Amortisasi Txxx
Software
XXX Akumulasi Amortisasi| XXX
Software !

d. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini
dapat disebabkan karena rtisak bera{, usang, dan/atau aset tetap
yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses
pemindahtanganan  (proses penjualan, tukar menukar,
penghibahan, penyertaan modal). As:et lain-lain diakui pada saat
dihentikan dari penggtinaan aktif pemerintah daerah dan
direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pada saat suatu aset direklasifikasi Lmenjadi aset lainya, Fungsi
Akuntansi PPKD akan membuat .jurr'xal pengakuan aset lain-lain
dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang
direklasifikasi dengan jurnal sebagai berikut:

Jumnal LO dan Neraca
Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit Kredit
ARiestaklain-lain -~ Traktor
Akiiimiulasi Pényiistitai
XXX Alat-alat |Besar Darat -J XXX
Traktor
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BAB XV
SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Definisi

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi pemerintah daerah.

b. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai

dari pembelian/pengadaan barang/jasa (secara kredit) yang

dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses
penyelesaian/pembayaran utang yang bersangkutan.

2. Klasifikasi
Kewajiban berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya dibagi
menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
Pos-pos kewajiban antara lain:
a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan
dibayar dalam waktu paling lamal 12 bulan setelah tanggal
pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer
pemerintah daerah, utang kepada pegawal, utang bunga, utang
jangka pendek kepada pihak ketlga, utang Perhitungan Pihak
Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang,
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan
- dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan. Selain itu, kewajlban yang akan dibayar dalam
waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang jika:
1) jangka waktu aslinya adalah untukl periode lebih dari 12 bulan;
2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance)
kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3) maksud tersebut didukung dengén adanya suatu perjanjian
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan
kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum
pelaporan keuangan disetujui.
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Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kelompok Jenis Kewenangan
Kewajiban Jangka - |Utang Perhitungan Pihak] SKPD/PPKD
Pendek Ketiga (PFK)

Utang Bunga ! SKPD/PPKD
Bagian Lancar/Utang Jangkal PPKD
Panjang ‘
Pendapatan Diterimal SKPD/PPKD
Dimuka 1
Utang Belanja | SKPD/PPKD
Utang Jangka = Pendek SKPD/PPKD
Lainnya |
Kewajiban Jangka - | Utang Dalam Negeri PPKD
Panjang
Utang Jangka = Panjang PPKD
Lainnya

SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban
di SKPD terdiri atas: PPKom, PPK SKPD dan PPKD.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) !
Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKom melaksanakan fungsi
untuk pengadaan barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas

1) melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan
kebutuhan kegiatan dengah menggunakan nota
pesanan/dokumen yang dipersamékan;

2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan
dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);

3) menyiapkan dokiimen pembayaran

. Pejabat Penatausahaan Keuangan — SKPD

Dalam sistem akuntansi kewajlbarf, PPK SKPD melaksanakan
fungsi akuntansi pada SKPD dengan memiliki tugas sebagai

1) mencatat transaksi/kejadian kewajiban berdasarkan bukti-
bukti transaksi yang sah ke Buku Jumal Umum;

2) mem-posting jurnal-jurnal transakm/ke_]adlan kewajiban ke
dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek);

3) menylUsiin laporan kelangan, yang terdii dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan
Pernbahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajibari PPKD terlibat dalam hal

Bl
1. Pihak-pihak Terkait
a.
sebagai berikut:
b
berikut:
Keuangan (CaLK).
c
Paral Hiorard

pengadaan‘barahgljasa oleh SKPD dllakukan dengan mekanisme
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2) melakukan pengecekan tethadap |transaksi konsolidasi antara
PPKD dan SKPD untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang
dilakukan oleh PPK SKPD.

d. Pengguna Anggaran (PA/KPA}
Dalam sistem akuntansi kewa_uban, PA/KPA menandatangani
laporan keuangan yang telah disusun oleh PPK SKPD.

é. Bendahata pengeluaran SKPD/Beéndahata Pengeluaran Pembantu
SKPD
Dalam sistem akuntansi kewaj 1ban, Bendahara Pengeluaran
SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD mencatat semua
pengeluaran kas terkait transaksi kewajlban di SKPD.

Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban

antara lain:

a. Keputusan Bupati;

b. Nota Pesanan;

c. Berita Acara Serah Terima;

d. Putusan Hakim;

e. Kwitansi;

f. Surat Perjanjian Kerja;

g. SP2D GU/TU;

h.SP2D LS; dan/atau

i, Surat Pernyataan PA tentang Tanggungjawab PA terhadap
Laporan Keuangan SKPD.

Jurnal Standar
Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya
uUtang dan pembayaran utang. Ketlka SKPD melakukan suatu
transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan
pelunasan belum dilakukan, PPK SKPD akan mengakui adanya
utang. Pencatatan atas pengadaan/pembehan barang/jasa dapat
dilakukan dengan Pendekatan Aset.
a. Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat
pengadaan/pembeliat  ATK yang | telah dilaksanakan dan
pelunasan belum dilakukan.

Pada saat SKPD melakukan pembellan ATK dan belum
dilakukan pelunasan/pembayaran, PPK SKPD akan menerima
Nota Pesanan/Berita Acara Serah Terlma Barang. Berdasarkan
Berita Acara Serah Terima Barang tersebut PPK SKPD akan
membuat jurnal pengadaan ATK sebagai berikut
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Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit Kredit,
XXX XXX XXX Persediaan Alat Tulis| XXX
Kantor
Utang Belanja Ja
XXX (Belanja | Bahan Pakali XXX
Habis)
b. Transaksi pembayaran utang | pada saat dilakukan

pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme
TU/GU.

Pada saat SKPD melakukan pembayaran barang kepada penyedia
barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu akan menerima kuitansii pembayaran atau dokumen
yang dipersamakan. Berdasarkan kuitansi pembayaran atau
dokumen yang dipersamakan tersebut PPK SKPD akan membuat
jurnal pelunasan utang belanja persedlaan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | Nomor Bukti (Kode Akim Uraian Debit [Kredit
X XXX Utang Belan_]a Jasa (Belanja XXX
Bahan Pakai Habis)
XXX Kas ﬂh Bendaharg, XXX
Pengeluaran
Jurnal LRA
" |Tanggal! Nomor Biikti |Kode Akiin Uraian Débit [Kredit,
XXX XXX XXX |Belanja ATK XXX
XXX Pernbahan SAL XXX

c. Transaksi

*) Pengakuan nilai belanja dltentukan berdasarkan metode
pencatatan yang dilakukan. Apakah menggunakan metode
perpetual atau metode periodik Perlakuan Metode Perpetual
maupun Metode Periodik dibahas dalam Sistem Akuntansi
Persediaan.

pembayaran utang | pada  saat dilakukan
pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme
LS.
Pada saat SKPD melakukan pembayaran barang kepada penyedia
barang, Bendahara Penenmaan /Bendahara Penerimaan
Pembantu akan menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS
tersebut PPK SKPD akan membuat jurnal pelunasan utang
belanja persediaan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal | Nomor Bukti {Kode Akun Uraian Debit [Kredit,
Parat Hiorersd_| PeralKepanes | ___}3 xx |Utang BelanJa Jasa (Belanja
St ! L'“ Bahan Pakai Habis) XXX
I XXX RK PPKD| XXX
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Jurnal LRA

Tanggal | Nomor Bukti {Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX |Belanja ATK XXX
XXX Pernbahan SAL XXX

C. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI PPKD
Akuntansi kewajiban PPKD terdiri atas peherimaan utang, pembayaran
utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu: (1)
akuntansi kewajiban, dan (2) akuntansi pefnbiayaan.
1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di
PPKD terdiri atas: Fungsi Akuntansi PPKD BUD dan PPKD.
a. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi kewajibg.n, fungsl akuntansi pada

PPKD dengan memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian kewajiban berdasarkan bukti-bukti
transaksi yang sah ke Buku Jurna] Umum;

2) mem-posting jurnal-jurnal transakm/ kejadian kewajiban ke
dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek);

3) menyusun laporan keuangan, yangl terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Pernbahan SAL  (LPSAL), Laporan
Operasional (LO), Laporan Pernbahan Ekuitas (LPE), Neraca dan
-‘Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi

mengadministrasi penerimaan utaﬁg, pembayaran utang dan

reklasifikasi utang, sehingga BUD memiliki tugas:

1) menyiapkan dokumen transaksi pf':nerimaan, pembayaran dan
reklasifikasi utang; dan

2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi
oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh
PPKD.

¢. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas

memverifikasi laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum

diserahkan kepada Bupati.

2. Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban
PPKD antara lain:

a. Peraturan Bupati;
b. Surat Perjanjian Utang;
c. Nota Kredit; dan/atau

d. SP2D LS
Parzf Hererkd 177 Paraf Keordinast
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3. Jurnal Standar

. PENCATATAN FUNGSI AKUNTANSI PPKD

No | Transaksi Uraian | Debit |Kredit

1 [ Saat Kas di Kas Daerah XXX
penerimaan Kewajiban Jangka Panjang XXX

pembiayaan | Perubahan SAL XXX
Penerimaan Pembiayaan XXX

2 | Saat Beban Bunga XXX
Pembayaran Kas di Kas Daerah XXX

Bunga Bunga Utang XXX
Kewajiban Perubahan SAL ‘ XXX

3 | Saat Kewajiban Jangka Panjang XXX
Pelunasan Kas di Kas Daerah | XXX

Kewajiban Pengeluaran Pembiayaan XXX

' Perubahan SAL
4 | Saat Kewajiban Jangka Panjang XXX
Reklasifikasi Bagian Lancar Kewéjiban Jangka
Panjang I XXX
Pat Horerd | Perat Moordinari
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A. UMUM
1.

BAB XVI
SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Definisi

a. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporlan keuangan entitas menjadi
sesuai dengan yang seharusnya.

b. Kesalahan merupakan penyajian akun/ pos yang secara signlfikan
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan
keuangan periode berjalan atau pepode sebelumnya. Kesalahan
dapat disebabkan oleh adanya keterlambatan penyampaian bukti
transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan
penerapan standar dan akuntan31, kelalaian, dan lain-lain.
Kesalahan dapat ditemukan di penode yang sama saat kesalahan
itu dibuat dan dapat pula ditemukan pada periode dimasa depan.

c. Koreksi kesalahan merupakan tlndakan untuk membetulkan
kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos Koreksi kesalahan
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2

(dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang
Kesalahan tidak berulang adalah 1kesadalhaln yang diharapkan
tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali
menjadi 2 (dua) jenis:
1) Kesalahan tidak berulang yang ter]adl pada periode berjalan
2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode

sebelumnya.

b. Kesalahan berulang
Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat
alamiah (normal) dari ‘.jenis-ejenisi transaksi tertentu yang
diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD.
Sistem akuntansi koreksi kesalahan di{SKPD terdiri dari kesalahan
berulang dan kesalahan tidak berulang.
a. Pihak-pihak yang terkait
Dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD fungsi yang
terkait terdiri atas:
1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)
PPK SKPD mempunyai tugas untuk1
a) mencatat transaksi/kejadian korek51 kesalahan berdasarkan
buktl-bukti transaksi yang sah k(? Buku Jurnal Umum;
b) memposting jurnalsjurnal tx;ansakm/ kejadian  koreksi
kesalahan ke dalam Buku Besar masing-masing akun
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¢) menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional {(LO), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), Nera’ca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).
2) PA/KPA atau Pejabat yang Diberi Kewenangan
PA/KPA dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan bertugas
menandatangani laporan keuanglan yang telah disusun oleh

Fungsi Akuntansi SKPD,

b. Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalarn sistem akuntansi koreksi
kesalahan di SKPD adalah seperti berikut:

1) peraturan Bupati; dan/atau
2) bukti memorial; dan/atau

3) SP2D; dan/atau

4) dokumen yang dipersamakan.

é. Jurnal Staudar
1) Kesalahan Tidak Berulang
a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Apabila terjadi kesalahan jenis |ini, koreksi dilakukan untuk
pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode
berjalan baik yang mempengaruhl posisi kas maupun yang
tidak. Akun yang dikoreksi ba1k akun pendapatan LRA,
belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh koreksi kesalahan dan jurnal standar:

(1) Kesalahan Pencatatan Nommal
PPK SKPD mencatat pembayaran gaji  sebesar
Rp15.000.000 berdasarkan| SP2D LS yang bernominal
Rp150.000.000. Kesalahan |ini ditemukan pada tahun
berjalan dan laporan keuangan tahun tersebut belum
disusun., Atas kesalahan 1n1 dibuatkan bukti memorial
dan dengan dasar bukti memonal tersebut PPK SKPD
membuat jurnal koreksi kesalahan sebagai berikut:

Jurnal koreksi beban-LO

Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit Kredit]
XXX XXX XXX |Béban Gajil XXX
XXX Kas di Kasda XXX

* selisih antara jumlah yang benar dengan jumlah yang
salah (150.000.000-15.000.000)

Jurnal koreksi belanja-LRA

Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX |Belanja Gaji XXX
XXX Pernbahan SAL XXX
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(2) Kesalahan Pencatatan Akun

PPK SKPD menerima dan mencatat STS untuk
pendapatan retribusi sebesar Rp 5.000.000 sebagai Lain-
lain PAD yang sah. Kesalahan ini ditemukan pada tahun
berjalan dan laporan keuangan tahun tersebut belum
disusun. Atas kesalahan 1m dibuatkan bukti memorial
dan dengan dasar bukti memorxal tersebut PPK SKPD
membuat jurnal koreksi kesalahan sebagai berikut.

Jurnal koreksi pendapatan-LO

Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX t?.)m-lam PAD Yang Sah - XXX
XXX Pendapatan Retribusi - XXX
LO
|
Jumal koreksi pendapatan-LRA
Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit [Kredi
XXX XXX XXX |Lain-lain PAD Yang Sah XXX
XXX Pendapatan Retribusi XXX

b) Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi Pada Periode

Sebelumnya

Kesalahan jenis ini dapat terjadi pada periode/tahun yang
berbeda (periode/tahun sebelumnya) dengan laporan
keuangan periode/tahun berJala*n belum diterbitkan dan yang
terjadi dalam periode/tahun sebelumnya dengan laporan
keuangan periode/tahun tersebut sudah diterbitkan. Kedua
jenis kesalahan ini memiliki | perlakuan akuntansi yang
berbeda.

(1) Koreksi kesalahan-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan
Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau
akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun
beban. Contoh dan jurnal koreksi kesalahan sama dengan
contoh dan jurnal koreksi kesalahan tidak berulang yang
terjadi pada periode ber jalan1|

(2) Koréksi - Laporan Keuangan ISudah Diterbitkan
Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan {Peraturan Daerah / Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban), korek31 kesalahan atas
pengeluaran yang mengaklbatkan penerimaan kembali
(tidak berulang) yang teﬁadi pada periode-periode
sebelumnya dan menambah posisi kas, maka dilakukan
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.

Parof Hisrerkd |
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(3) Koreksi kesalahan yang menyebabkan penambahan kas

Jurual LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun |[Uraian Debit Kredit]
Kas di Bendahara
XXX XXX XXX . [ XXX
Penerimaan
XXX Pendapatan lain-lain-LO XXX
Jurual LRA
Tanggal | Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit [Kredi
XXX XXX XXX [Perubahan SAL XXX
XXX Pendapatan Lain-lain-LRA XXX

(4) Koreksi kesalahan yang menyebabkan pengurangan kas

Jurual LO dan Neraca

Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit Kredi

XXX XXX XXX |Ekuitas | XXX
XXX Kas . 91 Bendahara XXX

Penerimaan
Jiirual LRA i

Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit {Kredit

XXX XXX XXX |Perubahan|SAL XXX
XXX Surplus Defisit LRA XXX

2) Kesalahan Berulang
Kesalahan berulang dan 31stem1k adalah kesalahan yang
disebabkan sifat alamiah (normail) dari jenis-jenis transaksi
tertentu yang dlperklrakan akan terjadi secara berulang.
Contochnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang
memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau
tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan
dicatat pada saat terjadi |pengeluaran kas untuk
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi
pendapatan-LRA maupun pendapr;:ltan-LO yang bersangkutan.
Jurual untuk mencatat pengembalian kas atas lebih bayar
pajak atau penerimaan kas atas kurang bayar pajak sama
dengan pencatatan pendapatan pada sistem akuntansi
pendapatan

4. Sistem akuntansi koreksi kesalahan yang terjadi di PPKD.

Sistem akuntansi koreksi kesalahan di|PPKD terdiri dari kesalahan
berulang dan kesalahan tidak berulang.
_a_Pihak- Plhak-Terkalt
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a) mencatat transaksi/kejadian mvestam lainnya berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

b) mem-posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke
dalam Buku Besar masing-masing akun {rincian obyek);

c) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan
Pernbahan Ekuitas {LPE), Neré.ca, Laporan Arns Kas {LAK)
dan Catatan atas Laporan Keua‘ngan (CaLK).

2) PPKD
PPKD

dalam sistem akuntansi {koreksi kesalahan bertugas

memverifikasi laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi

Akuntansi SKPD.,
b. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang dlgunakan dalam sistem akuntansi kewajiban

antara lain:
1) peraturan Bupati;

2) bukti

3) SP2D; dan/atau
4) dokumen yang dipersamakan.

c. Jumal Standar
1) Kesalahan Tidak Berulang

memorial;

a) Kesalahan tidak bernlang yang texj]adl pada periode berjalan
Kesalahan jenis ini, baik yang mempengarnhi posisi kas
maupun yang tidak, dllakukan dengan pembetulan pada
akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada
akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun
beban.

Contoh koreksi kesalahan dan Jurnal standar:

(1)

Kesalahan Pencatatan Nommal

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan sebesar
Rp15.000.000,00 berdasarkan nota kredit bank yang
bernominal Rp150.000.000, 00 Kesalahan ini ditemukan
pada tahun berjalan dan; laporan keuangan tahun
tersebut belum disusun. Atas kesalahan ini dibuatkan
bukti memorial dan dengan dasar bukti memorial
tersebut Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal koreksi
kesalahan sebagai berikut:

Jurnal koreksi Pendapatan-LO

Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit [Kredit

XXX XXX XXX {Pendapatan|Transfer.. - LO [XXX

XXX Kas di Kasda XXX

*selisih antara jumlah yanglbenar dengan jumlah yang
salah {150.000.000,- 15.000.000,)

98




Jurnal koreksi Pendapatan-LRA

Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun |Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX {Pendapatan Transfer.. XXX
B - XXX Perubahan SAL XXX |
* selisih antara jumlah yang benar dengan _lumlah yang ‘salah
(150.000.000-15.000.000)
(2) Kesalahan Pencatatan Akun
Fungsi Akuntansi PPKD menerlma dan mencatat nota
kredit bank untuk pendapatan transfer sebesar
Rp 5.000.000 sebagai Lain- lain PAD yang sah. Kesalahan
ini ditemukan pada tahun blexjalan dan laporan keuangan
tahun tersebut belum disusun. Atas kesalahan ini
dibuatkan bukti memorial dan dengan dasar bukti
memorial tersebut Fungsi s Akuntansi PPKD membuat
jurnal koreksi kesalahan sebagai berikut.
Jurnal koreksi pendapatan-LO
Tanggal{ Nomor Bukti [Kode Akun Uraian Debit [Kredit
XXX XXX XXX LLgin-lain TAD Yang Sah A XXX
XXX Pendapatan Transfer.... - XXX
LO
Jurnal koreksi pendapatan-LRA
Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit [Kredit]
XXX XXX XXX |Lain-lain PAD Yang Syah |XXX
XXX Pendapatan Transfer.... XXX

b) Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi Pada Periode

Sebelumnya
Kesalahan jenis ini dapat terjadi pada periode/tahun yang
berbeda (periode/tahun sebelumnya) dengan laporan
keuangan periode/tahun berjalan belum diterbitkan dan yang
terjadi dalam periode/tahun siebelurnnya dengan laporan
keuangan periode/tahun tersebut sudah diterbitkan. Kedua
jenis kesalahan ini memiliki |perlakuan akuntansi yang
berbeda.

(1) Koreksi Kesalahan-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan
Apabila laporan keuanganl belum diterbitkan, maka
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau
akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun
beban. Contoh dan jurnal sama dengan sistem akuntansi
koreksi kesalahan SKPD di atas.
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(2) Koreksi Kesalahan-Laporan Keuangan sudah Diterbitkan

Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan  (Peraturan lDaerah /Peraturan  Bupati
Pertanggungjawaban), koreksi kesalahan atas

pengeluaran belanja yang] mengakibatkan penerimaan
kembali belanja (tidak berulang) yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas,
maka dilakukan denganI pembetulan pada akun
péndapatan lain-lain-LRA.| Dalam hal mengakibatkan
pengurangan kas dilakukan dengan pembeétulan pada
akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang menyebabkan penambahan kas

Jurnal koreksi-LO

Tanggal | Nomor Bukti ([Kode Akun Uraian Debit Kredit,
XXX XXX XXX Kas . dll Bendahara XXX
Penerimaan
XXX Pendapatan lain-lain-LO XXX
Jurnal koreksi -LRA l
Tanggal | Nomor Bukti |[Kode Akun Uraian Debit [Kredit]
XXX XXX XXX |Perubahan|SAL XXX
: Pendapatan Lain-Lain-
LRA
Koreksi kesalahan yang menyebabkan pengurangan kas
Jurnal koreksi-LO
Tanggal | Nomor Bukti {Kode Akun Uraian Debit [Kredi
XXX XXX - XXX {Ekuitas | XXX
XXX Kas d1 Bendahara] XXX
Penenmaan
Jurnal koreksi -LRA
Tanggal | Nomor Bukti |Kode Akun Uraian Debit [Kredit]
XXX XXX XXX |Perubahan SAL XXX
XXX Surplus Defisit LRA XXX

2) Kesalahan Bernlang

Kesalahan bernlang dan sistemik adalah kesalahan yang
disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi
tertentu yang diperkirakan akafl terjadi secara bernlang.
Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang
memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau
tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan bernlang tidak memerlukan koreksi melainkan
dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk

7
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pajak atau penerimaan kas atas kurang bayar pajak sama

dengan pencatatan pendapata}n pada sistem akuntansi
pendapatan.
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BAB XVII
SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN

A. UMUM
Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan gabungan
dari seluruh laporan keuangan PPKD dan SKPD menjadi satu laporan
keuangan entitas tunggal yaitu laporan keuangan pemda sebagai entitas
pelaporan.

PPKD Llﬂpomn Keuangan]
Konsolidasi
(sebagai konsolidator) N onsolidasian

SKPD PPKD
(dalam fungsi sebagai

(vyang dikonsolidasikan) . h
Entitas Akuntansi)

Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas dua

tahap utama, yaitu:

1. tahap penyusunan kertas kerja (worksheet) konsolidasi tahap
penyusunan laporan keuangan gabungan dan

2. pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan

LRA Pemda
NS SKPD setelah

Penyesuaian (‘

\_—/—_-

SAL Pemda

LO Pemda

LPE Pemda

NS PPKD setelah
Penyesuaian =% WORKSHEET '< Neraca
‘ LAK Pemda
CALK Pemda
Jurnal Eliminasi \

/
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B. TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA K?NSOLIDASI
Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca
saldo gabungan SKPD dan PPKD,

K

K

Kode|Nama|-P: Keu Lap. Keu LaSI;.{;i:u Lap. Keu| Jurnal |Lap. Keu
SKPD A | SKP P
Akun|Akun DB dst. PPKD [Eliminasi| Pemda

Aktivitas utama dari penyusunan kertas

dalam 3 bagian yaitu:
1.

mendapatkan LRA GABUNGAN;

menyusun worksheet LO yaitu dengan

kerja konsolidasi dibagi ke

menyusun worksheet LRA yaitu dengan cara menggabungkan akun-

akun pada kode 4, 5, 6 dan 7 dari seluruh SKPD dan PPKD untuk

cara menggabungkan akun-

akun pada kode 8 dan 9 dari seluruh SKPD dan PPKD untuk
mendapatkan LO GABUNGAN; dan

Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan

akun -akun pada kode 1, 2, dan 3 dar1 seluruh SKPD dan PPKD
untuk mendapatkan NERACA- GABUNGAN Namun khusus untuk
penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi,
barulah kemudian dibuat NERACA GABUNGAN.

WORKSHEET LRA GABUNGAN

Paraf Hie

Sekda

Uraian SKFPD 1 | SKPD 2 | PPKD |Gabungan,
No DIK|D K|D|K|] DK
1 Pendapatan |
2 Pendapatan Asli Daerah #
3 | Pendapatan Pajak Daerah XXX || XXX XXX
4 | Pendapatan Retribusi Daerah XXX (| XXX XXX
S5 | Hasil Pengelolaan Kekayaan XXX XXX
Daerah Yang Dipisahkan
6 | Lain-Lain PAD Yang Sah : XXX XXX
7 Jumlah Pendapatan  Asli XXX XXX XXX XXX
Daerah
8 Dana Perimbangan/Transfer ] XXX XXX
9 [Lain-Lain Pendapatan Yang XXX XXX
Sah
10 Jumlah Pendapatan 26 || XXX XXX XXX
11 Belanja 1
12| Belanja Operasi XXX XXX XXX XXX
13| Belanja Modal XXX XXX XXX
14 Jumlah Belanja xxx XXX XXX XXX
15 Surplus/Defisit-LRA| xxx 26 XXX 206
16 Pembiayaan Daerah ?
17| Penerimaan Pembiayaan i XXX XXX
18| Pengeluaran Pembiayaan | XXX XXX
19 Pembiayaan Netto l XXX XXX
20 Sisa”LebihfBPembiayaan Tahun XXX XXX
.Berkenaan (SILPA)/SIKPA
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WORKSHEET LO GABUNGAN

SKPD 1 | SKPD 2| PPKD |Gabungan
DI K|(D|K|D K

No Uraian

K
KEGIATAN OPERASIONAL I
Pendapatan |
Pendapatan Asli Daerah XXX XXX
Pendapatan Transfer l
Lain-Lain Pendapatan Yang XXX XXX
Sah

B G END |

Jumlah Pendapatan xx X000

Beban

Beban Operasi

Beban Transfer

Jumlah Surplus/Defisit Dari | xx
Operasi X
10 [Surplus/Defisit Dari Kegiatan | xx
Non Operasional X
Surplus/Defisit LO I

i
" %

:
k[‘tkgsg

o] {os] BT e} 4]

XXX

"Rt REH
§

WORKSHEET NERACA GABUNGAN

SKPD
Uraian 1,2,... n| PPKD |Eliminasi/Gabungan

DI K|D|K|DJ|K|D]|K

=
)

Aset |
Aset Lancar |
|
|

Kas di Kas Daerah
IKas di Bendahara Penerimaan | xxx
’Kas di Bendahara] xxx XXX XXX
Pengeluaran
Piutang Pajak Daerah
[Piutang Retribusi Daerah
iiutang Hasil Pengelolaan
ekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
9 Piutang Lain-Lain PAD Yang
Sah
10 [Piutang Dana Perimbangan | | xxx
11 [Piutang Lain-Lain Pendapatan| XXX
Yang Sah
ersediaan
«htmlah Aset Lancar
Inventasi Jangka Panjang
Aset Tetap
Tanah
Peralatan Dan Mesin
Gedung Dan Bangunan
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Akurnulasi Penyusutan
Jimlah Asét Tetap—|
ana Cadangan.. ——}
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24 Aset Lainnya xxx| | |®xx XXX

25 | Rekening Koran-SKPD E-. XXX

26 Jumlah asef xxx| | |xxx XXX

27 Kewajiban XXX XXX XXX

28 Ekuitas I XXX XXX
- Ekuitas I
- SAL !

29 Rekening Koran-PPKD XXX XXX

30 Jumlah Kewajiban dan 206X XX 26X

Ekuitas |

C. JURNAL ELIMINASI

Jurnal eliminasi dibuat untuk meng-nol-kan RK-PPKD dan RK- SKPD
yang merupakan akun reciprocal yané, bersifat sementara di tingkat
Pemda (entitas pelaporan). Akun ini ékan dieliminasi dengan jurnal
eliminasi pada akhir periode, untuk tujuan penyusunan neraca
konsolidasi. Namun jurnal eliminasi 1n1 tidak dilakukan pemostingan
ke buku besar masing-masing akun rec:prooal tersebut, baik di SKPD
maupun di PPKD sehingga akun RK-PPKD di neraca SKPD dan akun
RK-SKPD di neraca PPKD tetap hldup Untuk mengeliminasi akun
reciprocal ini dengan menjurnal RK-PPKD di Debit dan RK-SKPD di

Kredit.
Uraian Debit Kredit
RK-PPKD XXX
RK-SKPD l XXX
JURNAL PENUTUPAN

Jurnal penutupan sudah dilakukan di entitas SKPD dan PPKD ketika
menyusun laporan keuangan masing - masing sehingga pada saat
menggabungkan / mengkonsolidasikan tidak perlu lagi membuat jurnal
penutup. Jurnal penutupan yang dilakukan di entitas SKPD dan PPKD
ketika menyusun Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Penutupan Realisasi Anggaran
a. Kondisi LRA Surplus :
Uraian Debit Kredit

Pendapatan-LRA ' XXX
Belanja | XXX
Surplus/Defisit-LRA | XXX

b. Kondisi LRA Defisit '
Uraian Debit Kredit

endapatan-LRA XXX

Surplus/Defisit-LRA XXX
Belanja | XXX

Peraf Hisrarki |
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2. Jurnal Penutupan Surplus/Defisit LlRA
a. Akun Surplus/Defisit LRA terjadi Surplus

Uraian Debit Kredit
Surplus/Defisit-LRA I XXX
Perubahan SAL | XXX
b. Akun Surplus/Defisit LRA terjadi Defisit
Uraian Debit Kredit
Perubahan SAL (XXX
Surplus/Defisit-LRA ! XXX

3. Jurnal Penutupan LO
a. Kondisi LO Surplus

Uraian Debit Kredit
endapatan-LO XXX
Beban I XXX
Surplus/Defisit-LO i XXX

b. Kondisi LO Defisit ‘

Uralan Debit Kredit
Pendapatan-LO IXXX
Surplus/Defisit-LO XXX
Beban i XXX

4. Jurnal Penutupan Surplus/Defisit LO
a. Kondisi LO Surplus

Uraian Debit Kredit
Surplus/Defisit-LO XXX
Ekuitas 1 XXX

b. Kondisi LO Defisit ‘

Uraian Debit Kredit
Ekuitas XXX
Surplus/Defisit-LO I XXX

E. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Terdapat Laporan Keuangan Pemda yang wajib dibuat oleh

pemerintah daerah, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
Laporan Pernbahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
Laporan Operasional (LO);
Laporan Pernbahan Ekuitas (LPE);
Neraca;

Laporan Arns Kas (LAK); dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Noakubh

Porat Hrerotd |

106




Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

|

(w2 A N a— 2
It 7 Menyusun LRA ot Menyusun LO : ;5,3 Menyusun
{77777 GABUNGAN ; i Gabungan PoT U iNeéraca
St i : {,\. _.ICABUNGAN
N Y, J e y,
_— ) b (D B
JEREEN Menyusun T Menyusun Lap. ) '_';’»";::-._; . Menyusun
£ i Laporan - { Perubahan £t o iLaporan Arus
. [ ' .iPerubahanSAL | |%°. I Ekuitas . _diKas
\ J A\ e J A\ Y,
. l
R e Menyusun
[ B ; Catatan Atas
et Laporan‘
\ e Keuangan
. ‘. ! . .
Berikut dijelaskan proses penyUsunan masing-masing laporan

keuangan tersebut.
1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang
menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA belanja, transfer,
Surplus/defisit-LRA, dan pembléyaan yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA
dapat langsung dihasilkan dari 1,|RA konsolidasi yaitu dengan
mengambil data akun-akun kode lakun 4 (Pendapatan-LRA), 5
(Belanja), 6 (Transfer) dan 7 (Pembiayaan) pada worksheet yang
telah di gabungkan.

. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode
berjalan dan tahun-tahun sebelumnya Laporan perubahan SAL
baru dapat disusun setelah LRA selesal Hal ini karena dalam
menyUsun laporan petriibahan SAL klta memerlukan informasi
SiLPA/SIKPA tahun berjalan yang ada di LRA.

Penyusunan Laporan Operasional

Sama halnya dengan LRA, Laporan Operasional (LO) juga dapat
langsung dihasilkan dari LO konsohdam yaitu dengan mengambil
data akun-akun kode akun 8 (Pendapatan LO) dan 9 (Beban).
Menyusun Laporan Perubahan Ekultas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas
pemerintah daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan

" mengguhakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas

periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit
Laporan Operasional.
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5. Penyusunan Neraca

Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari
WORKSHEET konsolidasi adalah Neraca Neraca dapat disusun
dengan mengambil data akun-akun kode akun 1 (Aset), 2
(Kewajiban) dan 3 (Ekuitas). Ada {proses jurual eliminasi untuk
reciprocal RK-SKPD dan RK-PPKD.

Sebagai catatan: Dari proses penutupan LO sebelumnya di SKPD

dan PPKD terbentuk Ekuitas ya‘ng sudah meliputi Transaksi

Kas dan Akrual. Dari proses penutupan LRA terbentuk Ekuitas SAL

dan proses offset Ekuitas dari Transak51 Kas. Dengan demikian di

dalam akun Ekuitas akan terlihat saldo Ekuitas SAL dan Ekuitas

Akrual murui.

Membuat Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas

keluar yang terjadi pada pemermtah daerah. Semua transaksi arus

kas masuk dan kas keluar tersebut kemudian diklasifikasikan ke
dalam aktivitas operasi, aktivitas mvestas1, aktivitas pendanaan,

‘dan aktivitas transitoris. informasi} tersebut dapat diperoleh dari

Buku Besar Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum

Daerah.

Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian

dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan SAL, Laporan Operasmnal Laporan Perubahan Ekuitas,

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal- Pal yang diungkapkan di dalam

Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

a.informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;

b. Informasi tentang kebijakan keuarllgan dan ekonomi makro;

c. Ikhtisar pencapaian target keuarllgan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
target;

d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih -untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan ke_ladlan kejadian penting lainnya;
1) Rincian dan penjelasan masn}g-masmg pos yang disajikan

pada lembar muka laporan keuangan;

2) Informasi yang diharuskanl oleh Peruyataan Standar
Akuntansi Pemérintahan yang belum disajikan dalam lembar
muka laporan keuangan; dan

3) Informasi lainnya yang diper}ukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan.
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